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PRAKATA
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kajian-kajian teori, konsep sosial, hasil penelitian maupun aplikasi sosial.

Jurnal Ekonomi dan Bisnis adalah jurnal yang dibina dan diterbitkan oleh LP2M
Sekolah Tinggi llmu Ekonomi Port Numbay, sebagai wahana ilmiah, dimaksudkan
untuk menampung berbagai pikiran-pikiran Kkritis ilmiah para akademisi baik di kalangan
sendiri maupun kalangan luar yang berminat untuk memberikan sumbangan tulisan.

Akhirnya, catatan yang patut dinformasikan bagi peminat yang ingin
menyumbangkan artikel, dihimbau agar berupaya mengikuti gaya selingkung Jurnal

Ekonomi dan Bisnis.
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ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA

LA ODE ABDUL WAHAB
Dosen STIE Port Numbay Jayapura

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang kinerja dan kemampuan keuangan

daerah Kabupaten Jayapura pada tahun anggaran 2010-2014.

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan
daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan daerah.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jayapura, diukur dari
tingkat kemandirian daerah pada tahun anggaran 2010-2014 masuk dalam kriteria sangat kurang, dan tingkat
ketergantungan daerah pada periode tersebut masuk dalam kriteria sangat tinggi dengan kriteria pola hubungan
instruktif. Rasio desentralisasi fiskal masih sangat kurang, tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada tahun
2010-2014 tergolong dalam katagori sangat efektif dengan rasio efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang
sangat efisien. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jayapura dalam hal ini tingkat kemandirian dan
ketergantungan daerah serta tingkat desentralisasi fiscal dinilai baik jika pemerintah Kabupaten Jayapura sudah bisa
menaikkan prosentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi di atas 40% terhadap dana perimbangan.

Kata kunci
Fiskal, Efektivitas, Efisiensi

LATAR BELAKANG MASALAH

Pertimbangan mendasar dari terselenggaranya
Otonomi Daerah (otda) adalah ditinjau dari
perkembangan  kondisi  didalam negeri yang
mengindikasikan ~ bahwa rakyat menghendaki
keterbukaan dan kemandirian  (desentralisasi).
Menurut Halim (2001 : 2) “selain itu keadaan diluar
negeri yang juga menunjukkan semakin maraknya
globalisasi yang menuntut daya saing tiap Negara,
termasuk daya saing Pemerintahan Daerahnya.”
Selanjutnya peningkatan kemandirian Pemerintahan
Daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui
otonomi daerah. Tujuan program otonomi daerah
menurut Bastian (2006 338) adalah Untuk
menciptakan  kehidupan  politik yang lebih
demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin
pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap
daerah menggali potensi natural dan cultural yang
dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan
globalisasi, serta yang sangat penting adalah
terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan kata lain, pemerintah ingin melaksanakan
pasal 18 UUD 1945, yaitu dengan melaksanakan
otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Otonomi Daerah di Indonesia didasarkan pada
undang-undang nomor 22 tahun 1999 juncto undang-
undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999
juncto undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
dengan sistem pemerintahan desentralisasi dan sudah
mulai efektif dilaksanakan sejak 1 januari 2001. Pada
umumnya  faktor-faktor ~yang  mempengaruhi
keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan

: Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi

sumber daya manusia (aparat maupun masyarakat),
sumber daya alam, kemampuan keuangan
(finanacial), kemampuan manajemen, kondisi sosal
budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis.
Adapun misi utama undang-undang nomor 33 tahun
2004 adalah bukan hanya untuk melimpahkan
kewenangan pembangunan dari Pemerintah Pusat ke
Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah
efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan.
Selanjutnya Bastian (2001 : 6) menyatakan bahwa
“untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang
handal dan dapat dipercaya agar dapat
menggambarkan sumber daya keuangan daerah
berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber
daya keuangan daerah itu sendiri.” Analisis prestasi
dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari
Pemerintahan Daerah itu sendiri yang dapat
didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya
untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan
memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber
ekonomis daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya
kebutuhan masyarakat didaerah.

Pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya
tuntutan Good Governance dalam rangka efektifitas
dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka
otonomi memerlukan prasyarat berupa tata cara
pemerintahan yang baik dan bersih. Terselenggaranya
Good Governance merupakan prasayarat utama
untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam
mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara.
Menurut Sedarmayanti (2003 : 2) “perlu diperhatikan
pula adanya mekanisme untuk  meregulasi
akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan
memperkuat peran kapasitas parlemen, serta
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tersedianya akses yang sama pada informasi bagi
masyarakat luas”. Pada dasarnya terdapat tiga pilar
utama didalam mewujudkan good governance, yaitu :
Akuntabilitas, Transparasi, dan Partisipasi. Salah satu
upaya nyata didalam penerapan prinsip-prinsip dasar
Good Governance ini adalah didalam penyampaian
laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan
pemerintahan daerah dengan standar akuntansi
pemerintahan yang telah diterima secara umum.
Karena sebagian besar otonomi daerah (tugas dan
kewenangan mengatur daerah sendiri) diberikan
kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom
kota atas dasar pertimbanagan budaya, politik
(demokrasi), dan ekonomi lokal.

Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh
sumbangan Pemerintahan Pusat dan sumbangan lain-
lain, yang diatur dengan peraturan perundang-
undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan
daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih
tergantung kepada Pemerintahan Pusat sehingga
kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi
yang mereka miliki menjadi terbatas. Rendahnya
PAD suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena
secara struktural daerah memang miskin atau tidak
memilki sumber-sumber keuangan yang potensial,
tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan
pemerintahan pusat. Selain ini sumber-sumber
keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini
menyebabkan daerah kurang mandiri dalam
pengelolaan hasil materil sumber daya-sumber daya
dan potensi daerah tersebut.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah UU No. 22
Tahun 1999 berubah menjadi UU No. 32 Tahun
2004, tentang Otonomi Daerah UU No. 25 Tahun
1999 menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang
keuangan daerah serta diberikannya kekhususan
tahun 2001 di Papua, merupakan sebagai tonggak
baru pengelolaan keuangan daerah di Indonesia
sebagai implementasi  desentralisasi ~ fiskal di
Kabupaten Jayapura.

Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura
dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD
yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan
kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan sosial masyarakat. Untuk itu evaluasi
terhadap pengelolaan  keuangan daerah dan
pembiayaan  keuangan daerah akan  sangat
menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah.
Berdasarkan data APBD Kabupaten Jayapura selama
5 (lima) tahun anggaran, pada posisi pendapatan
menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih
mendominasi  penerimaan daerah dibandingkan
dengan PAD. Hal ini mengindikasikan masih
tingginya ketergantungan fiscal pemerintah daerah
Kabupaten Jayapura terhadap Pemerintah Pusat
selama kurun waktu 2010-2014 kendati paket
otonomi daerah telah digulirkan. Pada sisi belanja
daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun, hal ini merupakan dampak dari kewenangan

otonomi daerah, dimana pemerintah daerah secara
aktif dan lebih leluasa melakukan pembiayaan dalam
upaya pengembangan segala bentuk aktifitas
program-program pembangunan di daerah.

Hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik
untuk  melakukan  suatu analisis  mengenai
kemampuan keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten
Jayapura. Dimana dengan adanya penelitian ini
diharapkan dapat memberikan gambaran tentang
sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura
mampu  membiayai  pelaksanaan  tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial
masyarakat di tahun-tahun berikutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Menurut Mamesah dalam Halim (2007:23), keuangan
daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian
pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang
yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang
belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang
lebih  tinggi serta pihak-pihak lain  sesuai
ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.”
Menurut Halim (2004:20), ruang lingkup keuangan
daerah terdiri dari “keuangan daerah yang dikelola
langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola
langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik
daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).”

Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas
pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab
itu, keuangan daerah identik dengan APBD.”
(Saragih, 3003:12)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105
tahun 2000 (sekarang diganti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 tahun 2005), tentang
pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan
Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan
bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah
adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya
segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam
kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pemerintah  mengeluarkan  berbagai  peraturan
pelaksanaan terhadap keuangan daerah setelah
dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pengertian dan Unsur-unsur APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah
yang memuat tentang rencana penerimaan, rencana
pengeluaran serta rencana pembiayaan daerah selama
satu tahun anggaran.
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Menurut Bastian (2006:189), APBD merupakan
”pengejawantahan rencana kerja Pemda dalam bentuk
satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan
berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.”
Menurut Saragih (2003:122), ”Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) adalah dasar dari
pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran
tertentu, umumnya satu tahun.”
Menurut Mamesah dalam Halim (2007:20), APBD
dapat didefenisikan sebagai:
Rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah,
dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan
pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai
kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam
satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain
menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-
sumber penerimaan daerah guna  menutupi
pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Menurut Halim dan Nasir (2006 :44), Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah adalah “rencana

keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Daerah, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.”

Pada era Orde Lama, defenisi APBD yang

dikemukakan oleh Wajong (1962:81) dalam Halim

(2004:15) adalah: Rencana pekerjaan keuangan

(financieel werkplan) yang dibuat untuk jangka

waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif

(DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif

(kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna

kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan

rancangan yang menjadi dasar (grondslag) penetapan
anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan
untuk menutup pengeluaran tadi.

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2004:15-16)

adalah sebagai berikut:

a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta
uraiannya secara rinci,

b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan
target minimal untuk menutupi biaya-biaya
sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan
adanya biya-biaya yang merupakan batas
maksimal pengeluran-pengeluaran yang akan
dilaksanakan,

c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan
dalam bentuk angka,

d. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun,

Struktur APBD

Struktur APBD yang terbaru adalah berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun
2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan
pada Permendagri 13/ 2006 pasal 22 ayat (1) terdiri
atas 3 bagian, yaitu:“pendapatan daerah, belanja
daerah, dan pembiayaan daerah.”

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas pendapatan asli
daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan

daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja
terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja
langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan
pembiayaan  dan pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
(SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian
pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan
dana cadangan, penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan
pemberian pinjaman daerah. (Permendagri 13/ 2006).
Sedangkan struktur APBD berdasarkan format
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002
terdiri atas 3 bagian, yaitu:“pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.”Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori
yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah. Belanja digolongkan menjadi 4 yakni belanja
aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja
bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak
tersangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasi
menjadi 3 kategori yaitu belanja administrasi umum,
belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/
pembangunan. Belanja pelayanan publik
dikelompokkan menjadi 3 yakni belanja administrasi
umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja
modal. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-
sumber pembiayaan yaitu:sumber penerimaan daerah
dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan
berupa penerimaan daerah adalah:sisa lebih anggaran
tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil
penjualan aset daerah yang dipisahkan dan transfer
dari dana cadangan. Sumber pembiayaan berupa
pengeluaran daerah terdiri atas:pembayaran utang
pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal,
transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran
tahun sekarang. (Halim, 2004:18).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang
diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan
dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan
asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan
daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan
ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang
diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap
APBD, semakin besar kontribusi yang dapat
diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap
APBD berarti semakin kecil ketergantungan
Pemerintah daerah terhadap bantuan Pemerintah
pusat.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal
1, ”"Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang
diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam
daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.”
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Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber
penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang
digunakan untuk modal dasar Pemerintah daerah
dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha
daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari
pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal
6, ”Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri
dari:a. Pajak Daerah, b. Retribusi daerah. c. Hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, d.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah”.
Menurut Mardiasmo (2002:132), “Pendapatan Asli
Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak
daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang sah”.

Menurut Halim (2004:67) “Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang
berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan
Asli  Daerah dipisahkan menjadi empat jenis
pendapatan, yaitu:pajak daerah, retribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan
kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain
PAD yang sah.”

Definisi Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja (Performance) dapat diartikan sebagai
aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode
tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan
pekerjaan.

Menurut Halim (2004 : 24) “kinerja keuangan daerah
atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran
yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan
daerah dalam menjalankan otonomi daerah.”
Hadirnya otonomi daerah yang dimulai dengan
hadirnya undang-undang nomor 22 tahun 1999
tentunya membawa konsekuensi terhadap
pembiayaan daerah. Sebelum era otonomi daerah,
hampir sebagian pemerintahan provinsi, kabupaten
dan kota se-Indonesia memperoleh sumber-sumber
pendapatan yang berasal dari bagi hasil Pemerintahan
Pusat. Menurut Mardiasmo (2002 : 30) dengan
otonomi terdapat dua aspek kinerja keuangan yang
dituntut agar lebih baik dibanding dengan sebelum
otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah
diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah
dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Kehadiran undang-undang
nomor 34 tahun 2000 tentang Pendapatan Pajak dan
Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya
adalah momentum dimulainya pengelolaan sumber-
sumber  pendapatan  daerah  secara  penuh
(desentralisasi fiskal). Aspek kedua yaitu disisi
manajemen pengeluaran daerah, sesuai azas otonomi
daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus
lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut
daerah agar lebih efisien dan efektif dalam
pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat
disebut sebagai Reformasi Pembiayaan.

Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan
perlunya digunakan model manajemen pemerintahan
yang baru yang sesuai dengan tuntutan
perkembangan jaman, karena perubahan ini tidak
hanya perubahan paradigma, namun juga perubahan
manajemen. Model manajemen yang cukup populer
misalnya adalah New Public Management yang mulai
dikenal tahun 1980-an dan populer tahun 1990-an
yang mengalami  bebarapa bnetuk  konsep
“manageralism”, “market based public
administrator”, dan lain sebagainya. Manajemen
sektor publik berorientasi kinerja, bukan berorientasi
pada kebijakan yang membawa konsekuensi pada
perubahan pendekatan anggaran yang selama ini
dikenal dengan pendekatan anggaran tradisional
(tradisional budget) menjadi penganggaran berbasis
kinerja (performance budget), tuntutan melakukan
efisiensi, optimalisasi pendapatan, pemangakasan
biaya (cost cutting) dan kompetisi tender (compulsory
competitive tendering contract). Dalam penelitian ini,
istilah yang penulis maksudkan tentang Kinerja
Keuangan Pemerintahan Daerah adalah tingkat
pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan
daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah
dengan menggunakan indikator keuangan yang
ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan
perundang-undangan selama satu periode anggaran.
Bentuk dari pengukuran Kkinerja tersebut berupa rasio
keuangan yang terbentuk dari unsur laporan
pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  berupa
perhitungan APBD. Dale A Henderson menuliskan
didalam Journal of Accounting yang berjudul
Performance Measure for Non Profit Organization
bahwa terdapat indikator pengukuran Kinerja
organisasi non profit antara lain :
a. Customer focused
b. Balance
c. Timely
d. Cost Effective
e. Compatible and Comparable
Didalam penilaian indikator kinerja sekurang-
kurangnya ada empat tolok ukur penilaian kinerja
keuangan pemerintahan daerah yaitu:
a. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan
target yang ditetapkan dalam APBD.
b. Efisiensi Biaya
c. Efektifitas Program.
d. Pemerataan dan keadilan.
Menurut Widodo dalam Halim (2002 : 126) terdapat
beberapa analisa rasio didalam pengukuran kinerja
keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan
data keuangan yang bersumber dari APBD adalah
sebagai berikut :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandrian keuangan daerah (otonomi fiskal)
menunjukkan kemampuan Pemerintah Derah dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
yang telah membayar pajak dan retribusi sebagi
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sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Kemandrian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar
kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan
pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang
lain, misalnya bantuan pusat ataupun dari pinjaman.

. .. Pendapatan Asli Daerah
Rasio Kemandirian = ——bmr 1 22580
Dana Perimbangan

Rasio Kemandirian menggambarkan Kketergantungan
daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi
rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat
ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak
ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi)
semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio
kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin
tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi
masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi
daerah yang merupakan komponen utama pendapatan
asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar
pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan
tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin

tinggi.

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran
tingkat kemampuan daerah dalam membiayai
aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi
PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan
total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).
Dengan Formulasi sebagai berikut :

Rasio Keterqantunaan = Pendapatan Asli Daerah
9 g " Total Penerimaan APBD Tanpa Subsidi

c. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk
menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung
jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk melaksanakan
pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam
penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD
terhadap total penerimaan daerah. Berikut formula

untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal :

. — _Pendapatan Asli Daerah
Rasio Desentralisasi Fiskal = —————
Total Penerimaan Daerah

d. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan
Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan

pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan

asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan

target yang ditetapkan berdasrkan potensi riil daerah.
Realisasi PAD

Target PAD
Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas
dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai
mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.
Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas,
menggambarkan kemepuan daerah yang semakin
baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio
efektifitas tersebut perlu dipersandingkan dengan

Rasio Efektifitas =

rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio
efisiensi adalah rasio yang menggambarkan
perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan dengan realisais
pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan
pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan
pendapatan dikategorikan efisien apabila yang
dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen.
Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja

pemerintahan daerah semakin baik.
i e Biaya yang dikeluarkan untuk memungu t PAD
Rasio Efektifitas =

Realisasi Penerimaan PAD

Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan
data keuangan yang bersumber dari APBD adalah
rasio kemandirian. Menurut Halim (2002:128)
gambaran  citra  kemandirian daerah  dalam
berotonomi dapat diketahui melalui beberapa besar
kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah
tersebut, agar mampu membangun daerahnya di
samping mampu pula untuk bersaing secara sehat
dengan kabupaten lainnya dalam mencapai otonomi
yang sesungguhnya. Upaya nyata di dalam mengukur
tingkat kemandirian yaitu dengan membandingkan
besarnya realisasi PAD dengan total pendapatan
daerah.

Secara konsepsional, pola hubungan antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus

dilakukan dengan kemampuan keuangan daerah
dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan
keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaaan.

Ada empat macam pola yang memperkenalkan

"hubungan situasional” yang dapat digunakan dalam

pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan

undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang telah
diubah menjadi Undang-Undang No0.33 tahun

2004  tentang "Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah" (Halim, 2002:168-

169), Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam

Halim (2001) mengemukakan mengenai hubungan

antara pemerintah pusat dan daerah dalam

pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

a. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah
pusat lebih dominan daripada kemandirian
pemerintah daerah.

b. Pola hubungan Konsultatif campur tangan
pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena
daerah  dianggap  sedikit  lebih  mampu
melaksanakan otonomi.

c. Pola hubungan partisipatif peranan pemerintah
pusat semakin berkurang mengingat daerah yang
bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati
mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

d. Pola hubungan delegatif campur tangan
pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah
telah  benar-benar mampu mandiri dalam
melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang
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berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan
dan tingkat kemandirian suatu daerah.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Adapun  lokasi  penelitian  tempat  penulis
mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan
penelitian ini adalah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jayapura.

Jenis dan Sumber Data

Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder. Menurut Umar (2003:42) data
sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih
lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data
primer atau data oleh pihak lain. Data ini diperoleh
dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan
terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan
catatan—catatan, laporan dari beberapa isntansi terkait
yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten
Jayapura yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti
adalah dengan cara Logging data, vyaitu saat
pengumpulan data. Pada tahapan terakhir ini proses
mengumpulkan data penelitian yang diperlukan,
maka menggunakan teknik pengumpulan data antara
lain :

a. Wawancara (interview)

Teknik ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan
terbuka dan mengarah pada kedalaman infromasi
serta dilakukan tidak secara formal dan terstruktur
guna menggali pandangan dan informasi dari obyek
yang diteliti dari informan tersebut. Informan pada
penelitian ini adalah Staff Bagian Akuntansi dan
bendahara pengeluaran BPKAD Kabupaten Jayapura.
b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara
mencatat atau mengcopy dokumen-dokumen, arsip-
arsip maupun data lain yang terkait dengan masalah
yang diteliti. Dokumen yang diperlukan antara lain :
Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten
Jayapura dan Laporan perincian PAD Kabupaten
Jayapura tahun 2010-2014, dari SKPD Dispenda
kabupaten Jayapura.

Teknik Analisis Data

Analisis  kinerja  keuangan  diukur  melalui
penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan
alat ukur kemampuan keuangan daerah. Rumus yang
digunakan dalam mengukur kemampuan keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi menurut Halim
(2001:127) adalah sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah
ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan
pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada

masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan
Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan
pemerintah pusat dan pinjaman.Berikut formula
untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan
Daerah :

. .. Pendapatan Asli Daerah
Rasio Kemandirian = —real 251 9T

Dana Perimbangan
Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan
daerah dapat dikategorikan seperti Tabel
berikut ini:

Tabel 1 Kriteria Penilaian Kemandirian
Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Kemandirian
Dana Perimbangan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00 Sangat Kurang
10,01 — 20,00 Kurang
20,01 - 30,00 Sedang
30,01 40,00 Cukup
40,01 - 50,00 Baik
>50,00 Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri — Fisipol UGM , 1991

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah
rasio yang dihitung dengan cara membandingkan
jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh
penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.
Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat
ketergantungan ~ pemerintah  daerah  terhadap
penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi.
Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi,
2010 : 142):

. Pendapatan Asli Daerah
Rasio Ketergantungan =

Total Penerimaan APBD Tanpa Subsidi
Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan
daerah dapat dikategorikan seperti Tabel berikut ini:

Tabel 2 Kriteria Penilaian Ketergantungan
Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Ketergantungan
TotalPenerimaan Non Subsidi Keuangan Daerah
0,00 - 10,00 Sangat Rendah
10,01 -20,00 Rendah
20,01 - 30,00 Sedang
30,01 - 40,00 Cukup
40,01 -50,00 Tinggi
>50,00 Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri — Fisipol UGM , 1991

Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk
menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung
jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk melaksanakan
pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam
penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD
terhadap total penerimaan daerah. Berikut formula

untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal :
X - Pendapatan Asli Daerah

RasioDesentralisasi Fiskal = ———— X

Total Penerimaan Daerah

Adapun  kriteria  untuk  menetapkan  rasio
desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel
berikut :
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Tabel 3Kriteria Penilaian Rasio Desentralisasi Fiskal
Prosentase PAD terhadap Total Desentralisasi

Penerimaan Daerah Fiskal
0,00 - 10,00 Sangat Kurang
10,01 — 20,00 Kurang
20,01 - 30,00 Sedang
30,01 - 40,00 Cukup
40,01 - 50,00 Baik

>50,00 Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri — Fisipol UGM , 1991

Rasio Efektifitas PAD

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan
pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan
asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan
target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil

daerah.
. e _ Realisasi PAD
Rasio Efektifitas = Target PAD

Tabel 4Kriteria Penilaian Efektifitas
Pendapatan Asli Daerah

Prosentase PAD terhadap Tingkat
TotalPenerimaan Daerah Efektivitas
Di atas 100 % Sangat Efektif

90% - 100% Efektif
80% - 90% Cukup Efektif
60% - 80% Kurang Efektif
Kurang dari 60% Tidak Efektif
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996

Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan
pendapatan  dikategorikan efektif apabila nilai

prosentasinya besar. Semakin besar rasio ektifitas
berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.

Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan
perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan dengan realisais
pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dalam
melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan
efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau
dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi

berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.
. .. . _ Biaya yang dikeluarkan u ntuk memungut PAD
Rasio Efisiensi =

Realisasi Penerimaan PAD

Tabel 5Kriteria Penilaian Efisien
Prosentase PAD terhadap Total
Penerimaan Daerah
100% ke atas

Tingkat Efisiensi

Tidak Efisien
90% - 100% Kurang Efisien
80% - 90% Cukup Efisien
60% - 80% Efisien
Dibawah 60% Sangat Efisien
Sumber: Tim Litbang Depdagri — Fisipol UGM , 1991

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan
menggunakan data-data sekunder yang diperoleh,
maka tingkat kemandirian keuangan daerah
Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut
ini:

Tabel 6

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2010-2014

Tahun Pendapatan Asli Dana Rasio Keterangan Hugﬁgan
Daerah (PAD) Perimbangan Kemandirian
2010 28.812.145.760 |  501.433.089.663 5,75 Sangat Kurang | Instruktif
2011 24.319.641.889 |  517.659.850.489 4,70 Sangat Kurang | Instruktif
2012 32.544.334.958 |  598.279.667.656 5,44 Sangat Kurang | Instruktif
2013 47.003.680.309 |  636.419.891.977 7,39 Sangat Kurang | Instruktif
2014 81.007.745.806 |  708.726.243.361 11,43 Kurang Instruktif
Rata-Rata 6,94

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan
pada Tabel 4.1 di atas, rata-rata tingkat kemandirian
keuangan daerah Kabupaten Jayapura selama periode
tahun anggaran 2010-2014 adalah sebesar 6,94%,
sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian
kemandirian keuangan daerah adalah Kabupaten
Jayapura dengan tingkat kemandirian keuangan
daerah sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa
Kabupaten Jayapura selama periode tahun anggaran
2010-2014 memiliki ketergantungan tinggi terhadap
bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan,
dan jika dihubungkan dengan pola hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah, maka Kabupaten
Jayapura masuk dalam Kkategori pola hubungan

instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih
dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
Rasio Kemadirian yang masih rendah menunjukan
bahwa pada sumber penerimaan daerah masih kurang
maksimal. Hal ini dikarenakan masih relatif
kurangnya PAD yang dapat digali oleh pemerintah
daerah, sedangkan untuk pajak yang cukup besar
masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam
pemungutan berdasarkan undang-undang/persyaratan
pemerintah dan daerah hanya menjalankan serta
menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan
yang terdiri dari : bagi hasilpajak/bukan pajak, DAU,
DAK dan bantuan propinsi.
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Inisiatif , kreatifitas dan kemauan daerah sangat
diperlukan dalam meningkatkan PAD. Pemerintah
daerah  harus mencari jalan yang dapat
memungkinkan mengatasi kekurangan
pembiayaannya, hal ini memerlukan kreatifitas dari

aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari
sumber-sumber  pembiayaan  dalam  program
peningkatan PAD. Berikut grafik perkembangan rasio
kemandirian Kabupaten Jayapura Tahun 2010 -
2014:

Grafik 1
Rasio Kemandirian Kabupaten Jayapura 2010-2014
15,00
10,00 A
5,00 M

—4&— Kemandirian

2010 2011 2012

2013

2014

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa walaupun
tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten
Jayapura relative rendah, akan tetapi dari tahun ke
tahun memiliki kecenderungan yang selalu naik. Hal
ini menggambarkan bahwa penerimaan Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Jayapura sejak tahun 2010
hingga 2014 mengalami kenaikan rata-rata sebesar
19,88%, sedangkan penerimaan Dana Perimbangan
rata-rata sebesar 8,20% tiap tahunnya. Ini juga
menunjukkan  bahwa, pemerintah  Kabupaten
Jayapura telah berusaha meningkatkan Pendapatan
Asli  Daerahnya, dengan tujuan agar mampu
mewujudkan kemandirian daerah yang lebih bagus.

Berdasarkan grafik di atas juga dapat dilihat bahwa
pada tahun 2011 nilai rasio kemandirian mengalami
penurunan, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun

Tabel 7
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2010-2014

tersebut tingkat kemandirian keuangan Kabupaten
Jayapura cukup tinggi, ini dikarenakan terjadinya
turunnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah
sebesar 18,47% sedangkan pada pos dana
perimbangan mengalami kenaikan sebesar 3,13%.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran
tingkat kemampuan daerah dalam membiayai
aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi
PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan
total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).
Dari hasil analisis yang dilakukan penulis diperoleh
data ketergantungan keuangan daerah Kabupaten
Jayapura tahun 2010-2014 sebagai berikut:

Tahun _Dana Total Penerimaan Rasio Keterangan Pola
Perimbangan Daerah Ketergantungan Hubungan

2010 | 501,433,089,663 | 669,100,670,982 74.94 Sangat Tinggi | Instruktif

2011 | 517,659,850,489 | 709,148,045 861 73.00 Sangat Tinggi | Instruktif

2012 | 598,279,667,656 | 751,825,620,630 79.58 Sangat Tinggi | Instruktif

2013 | 636,419,891,977 | 868,437,011,822 73.28 Sangat Tinggi | Instruktif

2014 | 708,726,243,361 | 1,004,538,507,482 70.55 Sangat Tinggi | Instruktif

Rata-Rata 74.27

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan rasio tingkat ketergantungan keuangan
daerah pada Tabel 4.2 di atas, rata-rata tingkat
ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Jayapura
selama periode tahun anggaran 2010-2014 adalah
sebesar 74,27%, sehingga diklasifikasikan menurut
kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah
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adalah sangat tinggi. Terlebih lagi pada tahun 2012,
rasio Kketergantungan keuangan daerah Kabupaten
Jayapura mencapai 79,58%, hal ini dikarenakan pada
tahun tersebut penerimaan dana perimbangan
mengalami kenaikan sebesar Rp. 80.619.817.167 atau
sebesar 13% dari tahun sebelumnya. Hal ini juga
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menggambarkan bahwa pada tahun tersebut
ketergantungan pemerintah Kabupaten Jayapura
terhadap bantuan pemerintah pusat dalam hal ini dana
perimbangan, sangat tinggi. Berikuti grafik

perkembangan rasio ketergantungan keuangan daerah
Kabupaten Jayapura periode 2010 sampai dengan
2014.

Grafik 2
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Grafik di atas menggambarkan rasio kemandirian
ketergantugan keuangan daerah kabupaten Jayapura
pada tahun 2012 sangat tinggi dibandingkan tahun
sebelum dan sesudahnya, ini dikarenakan pada tahun
tersebut dana perimbangan mengalami kenaikan yang
cukup signifikan, yaitu sebesar 13% dari tahun
sebelumnya. Akan tetapi tingkat ketergantungan
keuangan daerah Kabupaten Jayapura pada tahun
2013 sampai 2014 mengalami penurunan, dimana
pada tahun 2013 turun sebesar 9% dan pada tahun
2014 turun sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Ini
dikarenakan pada tahun-tahun tersebut penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura
mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu
pada tahun 2013 naik sebesar 31% dan pada tahun
2014 naik sebesar 42% dari tahun sebelumnya.
Dengan kanaikan penerimaan Pendapatan Asli
Daerah inilah yang menyebabkan menurunnya
tingkat ketergantungan keuangan Daerah Kabupaten
Jayapura pada tahun 2013 dan tahun 2014, karena
dengan naiknya penerimaan Pendapatan Asli Daerah,
maka akan mempengaruhi tingginya total penerimaan
daerah, sehingga dengan sendirinya akan mengurangi
tingginya kontribusi Dana Perimbangan terhadap
Total Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura.
Besarnya derajat ketergantungan keuangan daerah
yang tinggi terhadap pusat dalam jangka panjang
akan mengakibatkan pemerintah pusat mengalami
finansial distress (tekanan berat keuangan) karena
kesulitan menanggung beban keuangan daerah. Salah
satu penyebab kondisi itu adalah ketidakmampuan
pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD), sedangkan belanja daerah
khususnya belanja pegawai selalu mengalami
kenaikan yang cukup besar.

Ditinjau dari segi pola hubungan antar pusat dan
daerah, maka ketergantungan keuangan daerah

Kabupaten Jayapura selama 5 tahun terakhir masuk
dalam kategori pola hubungan instruktif, dimana
pemerintah daerah Kabupaten Jayapura memiliki
ketergantungan yang tergolong sangat tinggi pada
dana transfer dari pusat, atau dengan kata lain
peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada
kemandirian pemerintah daerah.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk
menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung
jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk melaksanakan
pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam
penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD
terhadap total penerimaan daerah.

Rasio Desentralisasi Fiskal juga merupakan rasio
untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah
daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah guna membiayai pembangunan. Derajat
Desentralisasi ~ Fiskal,  khususnya  komponen
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan
Total Pendapatan Daerah (TPD) di kali 100%
(seratus persen).

Secara umum, semakin tinggi Skala Interval Derajat
Desentralisasi Fiskal berarti semakin tinggi tingkat
Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayai
pembangunan daerahnya. Dan sebaliknya, semakin
rendah Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal
berarti semakin rendah Kemampuan Keuangan
Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.
Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan
penulis, diperoleh besarnya rasio desentralisasi fiscal
Kabupaten Jayapura tahun 2010-2014 sebagai
berikut:
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Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Jayapura
Tahun 2010-2014

Tahun Pendapatan Asli Daerah Total Penerimaan Desgatlﬁz:lcl)isasi Kriteria
(PAD) Daerah Fiskal
2010 28,812,145,760 669,100,670,982 4.31 Sangat Kurang
2011 24,319,641,889 709,148,045,861 3.43 Sangat Kurang
2012 32,544,334,958 751,825,620,630 4.33 Sangat Kurang
2013 47,003,680,309 868,437,011,822 5.41 Sangat Kurang
2014 81,007,745,806 1,004,538,507,482 8.06 Sangat Kurang
Rata-Rata 5.11

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Dari hasil perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal
tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kemampuan
pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dalam
melaksanakan otonomi daerah selama tahun 2010-

2014 dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah
masih sangat kurang karena hanya memberikan
kontribusi  rata-rata sebesar 5,11% dari total
pendapatan daerah.
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Grafik 3
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Grafik ini menunjukkan bahwa lima tahun terakhir
kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya
hampir sama untuk setiap tahunnya, dengan
kontribusi yang sangat minim. Minimnya PAD yang
dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Jayapura karena kurang maksimalnya pemerintah
daerah Kabupaten Jayapura dalam hal pemungutan
pajak dan retribusi yang belum optimal dan
kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya
masih kurang. Selain itu juga kurangnya pembekalan
kepada personil penagihan yang langsung turun ke
lapangan untuk melakukan penagihan langsung.
Namun demikian, sejak tahun 2011 sampai dengan
2014, rasio desentralisasi fiscal Kabupaten Jayapura
cenderung mengalami kenaikan, karena pada tahun-
tahun tersebut pendapatan asli daerah Kabupaten
Jayapura terus mengalami kenaikan.

Pada tahun 2010-2011, rasio desentralisasi fiskal
Kabupaten Jayapura mengalami penurunan 25,56%
dari rasio tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan
pada tahun 2011, total penerimaan PAD Kabupaten

Jayapura mengalami  penurunan sebesar Rp.
4.492.503.871 atau 18,47% dari total penerimaan
PAD tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, peneriman
pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten
Jayapura mengalami penurunan masing-masing
sebesar Rp. 678.901.143 (17%) dan Rp. 557.421.749
(7%) dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, nilai-
nilai sangat mempengaruhi besarnya total penerimaan
PAD Kabupaten Jayapura pada tahun 2011.

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan
pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan
asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan
target yang ditetapkan berdasrkan potensi riil
daerah.Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas
dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai
minimal sebesar satu atau 100 persen. Namun
demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka
kemampuan daerah pun semakin baik. Adapun hasil
perhitungan tingkat efektivitas pendapatan asli
daerah, dapat dilihat pada table berikut ini:
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Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2010-2014

Realisasi . . Rasio o
Tahun Pendapatan Asli Pendapatan Asli Efektivitas Kriteria
Daerah(PAD) Daerah(PAD)
2010 28,812,145,760 23,263,943,124 123.85 Sangat Efektif
2011 24,319,641,889 24,961,254,000 97.43 Efektif
2012 32,544,334,958 32,113,751,921 101.34 Sangat Efektif
2013 47,003,680,309 34,516,471,560 136.18 Sangat Efektif
2014 81,007,745,806 66,596,408,557 121.64 Sangat Efektif
Rata-Rata 116.09

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan hasil penelitian efektivitas PAD di
Kabupaten Jayapura tahun 2010-2014 dapat
dijelaskan bahwa efektivitas PAD di Kabupaten
Jayapura pada tahun 2010 sampai dengan 2014

tergolong dalam katagori sangat efektif dengan rata-
rata selama lima tahun terakhir sebesar 116,09
persen.

Grafik 4
Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Jayapura
Tahun 2010-2014
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Grafik di atas menunjukkan bahwa, tingkat
efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten
Jayapura selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif,
hal ini dikarenakan tingkat kedisiplinan masyarakat
dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi,
sehingga mempengaruhi  besarnya penerimaan
pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura. Pada
tahun 2011 rasio efektivitas PAD Kabupaten
Jayapura mengalami penurunan sebesar 27,12%, dan
kembali mengalami kenaikan pada tahun 2012 dan
2013 masing-masing sebesar 3,86% dan 25,58%.
Sedangkan pada tahun 2014, rasio efektivitas PAD
mengalami penurunan sebesar 11,95% dari tahun
sebelumnya. Terjadinya penurunan tingkat efektivitas
penerimaan PAD Kabupaten Jayapura pada tahun
2014 tidak sebabkan karena turunnya atau tidak
tercapainya target yang telah ditetapkan, akan tetapi
disebabkan karena penetapan target penerimaan PAD
yang cukup tinggi, dibandingkan tahun sebelumnya,

yaitu naik sebesar 48,17% dari tahun sebelumnya.
Pihak pemerintah daerah harus mampu menganalisa
dengan baik besarnya target penerimaan yang
ditetapkan.

Efektivitas yang tinggi ini merupakan gambaran
bahwa, pemerintah Kabupaten Jayapura telah bekerja
keras dalam meningkatkan pencapain peneriman
Pendapatan Asli Daerahnya dari tahun ke tahun.

Rasio Efisiensi

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam
melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan
efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau
dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi
berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.
Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi
pemungutan pendapatan asli daerah Kabupaten
Jayapura pada tahun 2010 sampai dengan 2014,
diperoleh data-data sebagai berikut:
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Tabel 10
Tingkat Efisiensi Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura

Tahun 2010-2014

Realisasi Biaya Pemungutan Rasio
Tahun Pendapatan Asli Pendapatan Asli Daerah Efisiensi Kriteria
Daerah(PAD) (PAD)
2010 28.812.145.760 1.163.197.156 4,04 Tidak Efektif
2011 24.319.641.889 1.248.062.700 5,13 Tidak Efektif
2012 32.544.334.958 1.605.687.596 4,93 Tidak Efektif
2013 47.003.680.309 1.725.823.578 3,67 Tidak Efektif
2014 81.007.745.806 3.329.820.428 4,11 Tidak Efektif
Rata-Rata 4,38

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Dari hasil perhitungan Rasio efisiensi tersebut dapat
dilihat bahwa tingkat efisiensi pemungutan
pendapatan asli daerah pemerintah daerah Kabupaten
Jayapura selama tahun 2010-2014 sudah sangat
efisien, hal ini dikarenakan rata-rata rasio efisiensi

pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Jayapura selama lima tahun terakhir adalah sebesar
4,38 persen, dimana semakin kecil rasio efisiensi
berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik
dalam pemungutan pendapatan asli daerah.
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Grafik 4.5 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi
pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Jayapura selama tahun 2010 sampai dengan 2014
sangat efisien. Walaupun nilai rasio efisiensi
pemungutan PAD fluktuatif, akan tetapi masih masuk
dalam kategori sangat efisien karena berada di bawah
nilai 60%. Pada tahun 2010 besarnya rasio efisiensi
pemungutan PAD Kabupaten Jayapura adalah
sebesar 4,04%, tahun 2011 mengalami kenaikan
menjadi 5,13%, hal ini dikarenakan penerimaan PAD
Kabupaten Jayapura tidak mencapai target
penerimaan yang telah ditetapkan yaitu hanya sebesar
97,43%.

Jika dilihat berdasarkan grafik di atas, pada tahun
2012 dan 2013 tingkat efisiensi pemungutan PAD
menunjukkan nilai rasio efisiensi penerimaan yang
menurun, ini menggambarkan bahwa pada tahun
tersebut terjadi over target, dimana pada tahun 2012
mengalami over target sebesar 1,34% dan pada tahun
2013 sebesar 36,18%. Sedangkan pada tahun 2014,
jika dilihat pada grafik di atas mengalami kenaikan,
artinya bahwa pada tahun 2014 tingkat efisiensi
penerimaan PAD Kabupaten Jayapura tetap sangat
efisien, namun tidak sebesar nilai efisiensi pada tahun
sebelum, dimana dari total biaya pemungutan PAD
yang dikeluarkan, pemerintah daerah hanya
mendapatkan over target PAD sebesar 21,64%.
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Rekapitulasi Hasil Analisis Kinerja Keuangan Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2010-2014

TAHUN o
INDIKATOR Rata-Rata Kriteria
2010 2011 2012 2013 2014
Rasio Kemadirian 5,75 4,70 5,44 7.39 11.43 6,94 Sangat
Keuangan Daerah Kurang
Rasio Ketergantungan | 7, o, | 7300 | 7958 | 7328 | 7055 | 74,27 Sangat
Keuangan Daerah Tinggi
Rasio Dgsentralla5| 431 3.43 4,33 5.41 8,06 511 Sangat
Fiskal Kurang
. L Sangat
Rasio Efektivitas 123,85 97,43 | 101,34 | 136,18 121,64 116,09 Efektif
Rasio Efisiensi 4,04 513 | 4,93 3,67 4,11 4,38 Sangat
Efisien
Sumber: Data Diolah, 2016
Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa PENUTUP
pertumbuhan dan tingkat efektivitas serta efisiensi Kesimpulan

penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten
Jayapura selama tahun 2010-2014 masuk dalam
criteria yang sudah tinggi, namun hal tersebut belum
memberikan Kkontribusi yang maksimal terhadap
kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jayapura
dalam memenuhi besarnya belanja daerah.

Dari data yang telah diperolen penulis, total
penerimaan daerah Kabupaten Jayapura yang masih
didominasi oleh dana perimbangan, menunjukkan
bahwa pendapatan asli daerah masih belum mampu
untuk membiayai belanja daerah yang setiap
tahunnya naik. Hal inilah yang menyebabkan
rendahnya tingkat kemandirian daerah dan tingginya
tingkat ketergantungan daerah, serta masih sangat
kuranganya tingkat desentralisasi fiskal pemerintah
Kabupaten Jayapura.

Dari hasil penelitian ini, penulis menilai bahwa
kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jayapura
dalam hal ini tingkat kemandirian dan ketergantungan
daerah serta tingkat desentralisasi fiscal dinilai baik
jika pemerintah Kabupaten Jayapura sudah bisa
menaikkan prosentase penerimaan Pendapatan Asli
Daerah menjadi di atas 40% terhadap dana
perimbangan, karena dengan demikian Pendapatan
Asli Daerah akan memberikan kontribusi yang lebih
besar terhadap total Belanja Daerah.

Namun demikian, usaha pemerintah Kabupaten
Jayapura  dalam  meningkatkan  penerimaan
Pendapatan Asli Daerah sudah cukup berhasil, hal ini
dapat dilihat dari pencapaian target yang telah
ditetapkan selalu dicapai di atas 100 persen. Pihak
pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, hanya perlu
menggali potensi-potensi baru sumber pendapatan
asli daerah, sehingga mampu mengurangi tingkat
ketergantungan daerah terhadap pusat.

La Ode Abdul Wahab - Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai kinerja
keuangan daerah Kabupaten Jayapura periode 2010
sampai dengan 2014, maka penulis menarik
kesimpulan bahwa kemampuan keuangan Daerah
Kabupaten Jayapura pada Tahun Anggaran 2010-
2014 diukur berdasarkan rasio Ketergantungan
Keuangan Daerah, masuk dalam criteria daerah
dengan tingkat ketergantungan yang masih Sangat
Tinggi. Hal inilah yang menyebabkan tingkat
Kemandirian Daerah Sangat Kurang, sehingga
dengan sendiriya tingkat Desentralisasi Fiskal juga
masuk dalam kriteria sangat kurang. Namun,
efektifitas penerimaan PAD Kabupaten Jayapura
sudah Sangat Efektif, dan Efisiensi pengelolaan PAD
juga sudah menunjukkan hasil yang Sangat Efisien,
akan tetapi harus tetap ditingkatkan sehingga dapat
mengurangi  ketergantungan  keuangan  daerah
Kabupaten Jayapura terhadap pemerintah pusat.
Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jayapura
dalam hal ini tingkat kemandirian dan ketergantungan
daerah serta tingkat desentralisasi fiscal dinilai baik
jika pemerintah Kabupaten Jayapura sudah bisa
menaikkan prosentase penerimaan Pendapatan Asli
Daerah menjadi di atas 40% terhadap dana
perimbangan, karena dengan demikian Pendapatan
Asli Daerah akan memberikan kontribusi yang lebih
besar terhadap total Belanja Daerah.

Saran

1. Pemeritah Kabupaten Jayapura harus mampu
menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli
daerah yang baru dengan memanfaat sumber
daya-sumber daya yang telah ada, seperti
pengelolaan Danau Sentani menjadi tempat wisata
dan daerah transmigrasi Kertosai menjadi daerah
Agrowisata, sehingga dapat  memberikan
kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli
Daerah.
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2. Pemerintah Kabupaten Jayapura harus
meningkatkan sosialisasi manfaat pajak dan
retribusi kepada masyarakat, sehingga mampu
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak dan retribusi.

3. Kurangnya pembekalan  kepada  personil
penagihan yang langsung turun ke lapangan untuk
melakukan penagihan langsung, juga
menyebabkan masih  kurang  maksimalnya
penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga
perlu adanya pelatihan yang lebih rutin kepada
personil penagihan yang langsung turun ke
lapangan.
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ANALISIS PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI
PADA BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SEKERTARIAT DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA

Abraham Rieuwpassa
Dosen STIE Port Numbay Jayapura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pegawai pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setda Kabupaten Jayapura.Hasil penelitian menunjukan
bahwa Terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura. Hal ini menunjukan bahwa nilai t hitung variabel budaya organsasi (X)
sebesar 6,879 >t tabel 1,713 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < a 0,05. Dengan demikian hipotesis
diduga bahwa variabel budaya organisasi (X) berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada bagian Sekretariat Daerah

Kabupaten Jayapura.

Kemudian koefisien korelasi (R) sebesar 0,815 menunjukan bahwa variabel budaya organisasi (X) terdapat
hubungan yang kuat terhadap kinerja pegawai pada bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah

Kabupaten Jayapura.

Sementara koefisien determinasi R? sebesar 0,663 mengandung makna bahwa terdapat pengaruh budaya
organisasi terhadap Kinerja pegawai pada bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten
Jayapura sebesar 0,663 atau 66,3% sedangkan sisanya sebesar 33,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

diteliti.

Kata Kunci : Budaya Organisasi, Kinerja

PENDAHULUAN.

Kajian terhadap organisasi merupkan hal
yang paling relevan dan paling banyak di bicarakan,
dengan demikian semua organisasi, apapun ukuran
serta bentuknya selalu menampilkan peranan individu
dan kelompok. Sejalan dengan hal tersebut maka
kajian terhadap organisasi formal meliputi usaha
untuk menggambarkan karakteristik  organisasi
sebagai wahana pengelompokan beragam manusia
yang masing-masing memiliki kepribadian individu
maupun kelompok.

Organisasi dapat di tinjau dari segi ukuran
organisasi tentang apakah ukuran organisasi
ditentukan oleh jumlah anggota; apakah tingkat
pendapatan/gaji ditentukan oleh tingkat pendidikan,
atau harus sebanding dengan ketersediaan fasilitas
kesejahteraan. Sedangkan pada aspek yang lain dapat
dikatakan bahwa karakteristik organisasi tentunya
meliputi materi pusat kewenangan dan kekuasaan
pengambilan keputusan, kerumitan spesialisasi tugas
dan fungsi, atau hubungan antara pusat kekuasaan
dengan spesialisasi tugas dan fungsi.

Menurut Rois Arifin Dkk, (2003 : 89),
bahwa suatu organisasi merupakan bagian dari kultur

sosial karena didalamnya terdiri dari unsur manusia
dan mempunyai pengaruh pada perilaku anggota
dalam organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan dalam
kultur organisasi itu sendiri mempunyai paling
sedikit 5 (lima) fungsi, yaitu : 1) Sebagai penentu
batas-batas perilaku dalam arti menentukan apa yang
boleh dan tidak boleh dilakukan, pada yang
dipandang baik atau tidak baik, dan menentukan apa
yang benar dan yang salah, 2) Menumbuhkan jati diri
suatu organisasi dan para anggotanya, 3)
Menumbuhkan  komitmen kepada Kkepentingan
bersama di atas kepentingan individual atau
kelompok, 4) Sebagai tali pengikat bagi seluruh
anggota organisasi, dan 5) Sebagai alat pengendali
perilaku para anggota organisasi yang bersangkutan.
Seperti halnya dengan organisasi pada
umumnya, maka dalam lingkungan organisasi
pemerintah sangat dibutuhkan, artinya setiap kegiatan
yang dilakukan oleh para pegawai tentunya harus
diimbangi dengan proses perencanaan, sehingga akan
nampak terlihat batas-batas tugas dan tanggung
jawab yang diberikan dapat dilaksanakan secara
jelas.Hal ini sangat penting dilakukan untuk
menjamin agar proses pelaksanaan tugas dapat
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dilakukan sesuai dengan rencana Yyang telah
ditetapkan, sehingga pada akhirnya pekerjaan yang
dilakukan akan mencapai hasil yang maksimal.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa kajian terhadap organisasi formal antara lain
meliputi hubungan antar manusia dalam organisasi
demi kepentingan organisasi, serta dampak langsung
maupun tidak langsung perilaku individu maupun
social terhadap organisasi tersebut.

Sebagaimana di ketahui bahwa untuk
mewujudkan Kinerja suatu organisasi yang maksimal
secara keseluruhan adalah dengan ketersediaan
sumber daya manusia yang berkualitas. Manusia,
atau dalam pemahaman tenaga kerja adalah
merupakan asset yang terpenting yang harus dicari,
dijaga dan dikembangkan, sebab organisasi yang
memiliki tenaga kerja yang terampil dan berkualitas
akan memberikan daya saing yang tinggi bagi
organisasi tersebut, sebaliknya suatu organisasi akan
mengalami kemunduran dan bahkan kehancuran
apabila tenaga kerja atau pegawai yang dimilikinya
tidak mampu meningkatkan disiplin diri terhadap
setiap aturan yang ditetapkan.

Penerapan budaya organisasi pada Bagian
Keuangan dan Perlengkapan Sekertariar Daerah
Kabupaten Jayapura, tentunya harus menjiwai
seluruh  insani  pegawai  kedepan  sekaligus
memberikan karakter atau ciri khas dan menjadi
suatu perwujudan agar mampu menarik kepercayaan
masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. Sebab
dengan budaya organisasi yang kuat dan kokoh
diharapkan mampu mempererat individu yang ada
dalam organisasi sehingga dapat membenruk sikap
dan perilaku yang dapat menghasilkan kin erja
maksimal demi peningkatan kinerja institusi atau
organisasi secara keseluruhan.

Dari uraian yang diungkapkan di atas,
apabila dikaitkan dengan kondisi obyektivitas kerja
pegawai pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sekertariat Daerah Kabupaten Jayapuraa yang
mempunyai  peran dalam  penataan  sistem
administrasi keuangan dan perlengkapan daerah,
khususnya dalam menunjang tugas-tugas pemerintah
kabupaten dalam hal pelayanan kepada masyarakat,
tentunya membutuhkan sikap, dedikasi dan disiplin
kerja yang tinggi. Namun dalam pada kenyataannya
masih banyak di jumpai kurangnya inisiatif individu
dari pegawai dalam melaksanakan tugas, terutama
dalam memberikan ruang kebebasan untuk berinovasi
dari pimpinan sehingga mengakibatkan ketidak
tatatan pegawai dalam mendisiplinkan diri terutama
pada saat saat jam pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat.  Berdasarkan gambaran di atas jika
dikaitkan dengan keadaan atau objek di lapangan,
maka penulis merasa tertarik dan terdorong untuk

mengadakan suatu penelitian ilmiah dengan judul :
“Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap
Kinerja  Pegawai  Bagian  Kekuangan dan
Perlengkapan  Sekertariat Daerah  Kabupaten
Jatapura.”

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang
dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah
adalah sebagai berikut: Apakah budaya organisasi
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
pegawai pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Setda Kabupaten Jayapura?

Tinjauan Pustaka

Pengertian Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah norma-norma dan
kebiasaan yang diterima sebagai suatu kebenaran
oleh semua orang dalam organisasi. Budaya
organisasi menjadi acuan bersama diantara manusia
dalam berinteraksi dalam organisasi. Jika orang-
orang yang bergabung dalam sebuah organisasi,
mereka membawa nilai — nilai dan kepercayaan yang
telah diberikan kepadanya.

Davis dalam Loko (2004 : 29),. Budaya organisasi
merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi
yang dipahami, dijiwai dan diprakterkkan oleh
organisasi sehingga pola tersebut memberikan arti
tersendiri dan menjadi dasar auturan berperilaku
dalam organisasi. Adapun hal yang sama juga
dikatakan oleh Mangkunegara (2005 : 113), bahwa
budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau
system keyakinan, nilai-nilai, dan norma-norma yang
dikembangkan dalam organisasi untuk dijadikan
pedoman tingka laku bagi anggota — anggotanya
untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan
internal. Selanjutnya Robins dalam Tampubolon
(2004 : 190), mengatakan bahwa budaya organisasi
merupakan perekat social yang mengikat anggota —
anggota organisasi secara bersama-sama melalui nilai
— nilai, norma-norma standar yang jelas tentang apa
yang dapat dan tidak dapat dilakukan dan dikatakan
oleh anggotanya. Lebih lanjut dikatakan oleh Scein
dalam Stoner (1995 : 183), bahwa budaya organisasi
digambarkan sebagai suatu pola dari asumsi — asumsi
dasar yang ditemukan, diciptakan atau dikembangkan
oleh suatu kelompok tertentu dengan maksud agar
organisasi belajar mengatasi atau menganggulangi
masalah — masalahnya yang timbul akibat adaptasi
eksternal maupun internal yang sudah berjalan
dengan cukup baik.

Sebagaimana diketahui bahwa budaya organisasi
berawal dari kebiasaan saat ini, tradisi,dan cara-cara
umum untuk melakukan pekerjaan. Dan kebanyakan
berasal dari apa yang telah dilaksanakan sebelumnya
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dan tingkat keberhasilan dari usaha — usaha yang
telah dilakukan. Dengan demikian budaya organisasi
merupakan persepsi umum yang diyakini oleh para
anggota organisasi, semakin banyak pegawai suatu
organisasi menerima nilai — nilai inti, menyetujui
jajaran tingkatannya, dan merasa tertarik kepadanya,
maka akan menjadikan sebuah budaya yang kuat.

Kemudian Peter F Drucker dalam Tika (2006 : 4),
dikatakan bahwa budaya organisasi adalah pokok
penyelesaian masalah-masalah eksternal dan internal
yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh
suatu kelompok yang kemudian diwariskan kepada
anggota — anggota baru sebagai cara yang tepat untuk
memahami, memikirkan dan merasakan terhadap
berbagai masalah yang ada dalam lingkup organisasi.

Dari berbagai defenisi yang diungkapkan diatas,
terkandung unsur — unsur dalam budaya organisasi,
yaitu :

1.  Asumsi dasar yaitu berfungsi sebagai pedoman
bagi anggota maupun kelompok dalam
organisasi untuk berperilaku.

2. Kayakinan yang dianut ini mengandung nilai —
nilai yang dapat berbentuk slogan atau moto,
asumsi dasar, tujuan umum organisasi, dan
filosofi usah.

3. Pemimpin atau kelompok pencipta dan
pengembangan budaya orga nisasi.

4. Pedoman mengatasi masalah. Didalam
organisasi ada 2 (dua) ,masalah pokok yang
sering muncul, yakni masalah adaptasi eksternal
dan masalah integrasi internal.

5. Bebagai nilai (sharing of value). Dalam budaya
organisasi perlu berbagai nilai terhadap apa
yang paling diinginkan atau apa yang paling
baik dan berharga bagi seseorang.

6. Pewaris (learning process). Asumsi dasar dan
keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi
perlu diwariskan kepada anggota — anggota baru
dalam organisasi sebagai pedoman untuk
bertindak dan berperilaku dalam organisasi
tersebut.

7. Adaptasi atau penyesuaian

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya
organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai — nilai
organisasi yang dijiwai oleh seluruh anggotanya
dalam melakukan pekerjaan , sehingga pada akhirnya
akan menjadi sebuah nilai atau aturan di dalam
organisasi tersebut.

Menurut Rivai (2004 : 432), bahwa budaya organisssi
mempunyai fungsi sebagai; a). Peran menetapkan
tapal batas, artinya budaya menciptakan perbedaan
yang jelas antara suatu organisasi dengan organisasi
yang lain.  b). Memberikan identitas bagi anggota

organisasi. ¢). Mempermudah timbulnya komitmen
yang lebih luas dan pada kepentingan individu. d).
Meningkatkan kemantapan system social, serta e).
Sebagai mekanisme pembuat makna kendali yang
memandu serta membentuk sikap dan perilaku
pegawai/karyawan.

Luthans dalam Loko (2004 : 33) , mengidentifikasi 6
(enam) karakter penting dalam budaya organisasi,
yaitu pertama, Observed behavior regulation, yaitu
apabila para partisipan organisasi saling berinteraksi,
maka mereka akan menggunakan  bahasa,
terminology dan ritwal yang sama yang berhubungan
dengan rasa hormat dan cara bertindak. Kedua,
norms, yaitu standar — standar perilaku yang ada
mencakup pedoman tentang berapa banyak pekerjaan
yang harus dilakukan dan perbuatan — perbuatan apa
saja yang tidak boleh dilakukan. Ketiga,dominant
value, yaitu ada sejumlah nilai — nilai utama yang
organisasi anjurkan dan harapkan kepada anggota
organisasi untuk menyumbangkannya.

Karakteristik Budaya Organisasi.

Karakteristik — Kkarakteristik budaya organisasi

menurut Stephen P.Robbin dalam Tika (2006 : 10),

antara lain meliputi

1. Inisiatif Individu, yaitu sejauh mana organisasi
memberikan kebebasan kepada setiap pegawai
dalam mengemukakan pendapat atau ide-ide
didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2. Tolerasi terhadap tindakan beresiko, yaitu sejauh
mana para pegawai dianjurkan untuk dapat
bertindak agresif, inovatif dan mengambil resiko
dalam mengambil kesempatan yang dapat
memajukan dan mengembangkan organisasi.

3. Pengarahan, yaitu sejauh mana pimpinan suatu
organisasi dapat menciptakan dengan jelas
sasaran dan harapan yang diinginkan, sehingga
para pegawai dapat memahaminya.

4. Integrasi, yaitu sejauh mana suatu organanisasi
dapat mendorong unit-unit organisasi untuk
bekerja dengan cara yang terkoordinasi.

5. Dukungan manajemen, yaitu sejauh mana para
pemimpin  organisasi  dapat = memberikan
komunikasi atau arahan, bantuan serta dukungan
yang jelas terhadap pegawai.

6. Sistem Imbalan, sejauh mana alokasi imbalan
(kenaikan gaji, promosi dan sebagainya)
didasarkanatas prrstasi kerja pegawai, dan bukan
sebaliknya didasari atas senioritas, atau sikap
pilih kasih dan sebagainya.

7. Toleransi terhadap konflik, yaitu sejauh mana
pegawai didorong untuk mengemukakan konflik
dan kritik secara terbuka guna memajukan
organisasi.
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Pengertian Kinerja

Pengertian Kinerja merupakan kondisi yang harus
diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak
tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil
suatu instansi dihubungkan dengan visi yang
diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak
positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang
diambil. Dengan adanya informasi mengenai kinerja
suatu instansi pemerintah, akan dapat diambil
tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas
kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama, dan
tugas pokok instansi, bahan untuk perencanaan,
menentukan tingkat keberhasilan instansi untuk
memutuskan suatu tindakan, dan lain-lain. Kinerja
didefinisikan sebagai kontribusi terhadap hasil akhir
organisasi dalam kaitannya dengan sumber yang
dihabiskan dan harus diukur dengan indikator
kualitatif dan kuantitatif ~ maka pengembangan
instrumen  dilakukan untuk menilai  persepsi
pekerjaan akan Kkinerja diri mereka sendiri dalam
kaitannya dengan item-item seperti out put,
pencapaian tujuan, pemenuhan deadline, penggunaan
jam Kerja dan ijin sakit .

Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah sesuatu yang hendak dicapai, prestasi yang
diperlihatkan  dan  kemampuan  kerja.Kinerja
dipergunakan manajemen untuk melakukan penilaian
secara periodik mengenai efektivitas operasional
suatu oganisasi dan karyawan berdasarkan sasaran,
standar dan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya.Dengan  Kkinerja,  organisasi  dan
manajemen dapat mengetahui sejauhmana
keberhasilan dan kegagalan karyawannya dalam
menjalankan amanah yang diterima.

Dalam organisasi formal kinerja karyawan secara
individual atau kelompok tergantung pada usaha
mereka dan arah serta kompetensi dan motivasi untuk
menunjukkan performansi sesuai yang diharapkan
untuk mencapai sasaran berdasarkan posisi mereka di
dalam sistem.

Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau
Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi
sesungguhnya vyang dicapai oleh seseorang).
Pengertian Kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil
kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya (Anwar Prabu Mangkunegara, 2005:67).
Secara definitif Bernardin dan Russel, menjelaskan
kinerja merupakan catatan out come yang dihasilkan
dari fungsi karyawan tertentu atau kegiatan yang
dilakukan selama periode waktu tertentu (Ambar T.
Sulistiyani dan Rosidah, 2003). Kinerja pada
dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak
dilakukan karyawan sehingga mereka mempengaruhi

seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada
instansi atau organisasi termasuk kualitas pelayanan
yang disajikan.

Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Adapun tujuan dan manfaat pengukuran Kinerja

adalah Mardiasmo (2002) adalah:

- Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih
baik

- Untuk mengukur kinerja finansial dan non-
finansial secara berimbang sehingga dapat
ditelusur perkembangan pencapaian strategi.

- Untuk mengakomodasi pemahaman manajer level
menengah dan bawah serta memotivasi untuk
mencapai good concruence.

- Sebagai alat untuk mencapai kepuasan
berdasarkan pendekatan individual dan
kemampuan kolektif yang rasional.

Sedangkan manfaat pengukuran kinerja adalah:

- Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang
digunakan untuk menilai kinerja maajemen.

- Memberikan arah untuk mencapai target kinerja
yang telah ditetapkan

- Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian
kinerja dan membandingkannya dengan target
kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk
memperbaiki kinerja

- Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan
dan hukuman secara objektif atas pencapaian
prestasi yang diukur sesuai dengan sistem
pengukuran Kinerja yang telah disepakati

- Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan
pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja
organisasi.

- Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan
pelanggan sudah terpenuhi.

- Memastikan bahwa pengambilan keputusan
dilakukan secara objektif.

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut  Dharma (2005)  Faktor-faktor yang
mempengaruhi  kinerja: Pertama, efektivitas dan
efisiensi. Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa
dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan
tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak
dicarikegiatan mempunyai nilai yang penting dari
hasil yang dicapaisehingga mengakibatkan ketidak
puasan  walaupun  efektif  dinamakan tidak
efisien.Sebaliknya bila akibat yang dicari-caritidak
penting atau remeh maka Kkegiatan tersebut
efisien.Kedua, otoritas (wewenang). Arti otoritas
adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah
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dalam sustu organisasi formal yang dimiliki
(diterima) oleh seorang anggota  organisasi
kepadaanggota yang lain untuk melakukan suatu
kegiatan  kerja sesuai dengan  kontribusinya
(sumbangan tenaganya). Perintah tersebut
menyatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak
boleh dilakukan dalam organisasi tersebut. Ketiga,
disiplin.disiplin kegiatan karyawan yang
bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja
dengan organisasi di mana dia kerja. Keempat,
inisiatif yaitu berkaitan dengan daya dan kreativitas
dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang
berkaitan dengan tujuan organisasi.Jadi, inisiatif
adalah daya dorong kemajuan yang bertujuan untuk
mempengaruhi Kinerja organisasi.

Sedangkan (Keith Davis dalam Anwar Prabu
Mangkunegara, 2005) merumuskan bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor
kemampuan  (ability) dan  faktor  motivasi
(motivation). hal ini sesuai dengan pendapat:

a. Human Performance = Ability + Motivation

b. Motivation = Attitude + Situation

c. Ability = Knowledge + Skill

Tujuan Penilaian Kinerja

Untuk dapat mengetahui Kkinerja seseorang atau
organisasi, perlu diadakan pengukuran Kinerja.
Menurut Stout (BPKP, 2000), pengukuran Kinerja
merupakan proses mencatat dan  mengukur
pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah
pencapaian misi (mission accomplishment) melalui
hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa
ataupun suatu proses. Maksudnya setiap kegiatan
organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan
keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di
masa yang akan datang yang dinyatakan dengan
pencapaian visi dan misi organisasi. Produk dan jasa
yang dihasilkan akan kurang berarti apabila tidak ada
kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi
organisasi.

Melalui pengukuran kinerja diharapkan pola kerja
dan pelaksanaan tugas pembangunan dan tugas
umum pemerintahan akan terlaksana secara efesien
dan efektif dalam mewujudkan tujuan nasional.
Pengukuran kinerja pegawai akan dapat berguna
untuk: (1) mendorong orang agar berperilaku positif
atau memperbaiki tindakan mereka yang berada di
bawah standar kinerja, (2) sebagai bahan penilaian
bagi pihak pimpinan apakah mereka telah bekerja
dengan baik, dan (3) memberikan dasar yang kuat
bagi pembuatan kebijakan untuk peningkatan

organisasi (BPKP, 2000). Dalam pengukuran kinerja

(performance measurement) organisasi hendaknya

dapat menentukan aspek-aspek apa saja yang menjadi

topik pengukurannya. Pengukuran kinerjar menurut

Mangkunegara (2005) adalah:

1. Kuantitas, jumlah hasil kerja yang dilakukan
dalam suatu periode yang ditentukan.

2. Kualitas Kerja, hasil kerja yang dicapai
berdasarkan  syarat-syarat  keseuaian  dan
kesiapannya.

3. Ketepatan watu, menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan waktu yang ditentukan

Tujuan pokok sistem penilaian kinerja (Simamora,
2000) adalah menghasilkan informasi yang akurat
dan sahih tentang perilaku dan Kkinerja anggota-
anggota organisasi.Semakin akurat dan sahih
informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian
kinerja, semakin besar potensi nilainya bagi
organisasi.

Dalam penelitian ini digunakan konsep pengkuran
kinerja menggunakan pendapatn Mangkunegara
(2005). Pengunaan konsep ini dengan pertimbangan
bahwa konsep pengukuran Kinerja yang digunakan
memuat  unsur-unsur yang penting dalam
pelaksanaan penilaian kinerja karyawan atau pegawai
yang mengacu pada kadar pencapaian tugas-tugas
yang diberikan pada karyawan atau pegawai sesuai
dengan kebutuhan dan tujuan organisasi,

Metode Analisa Data

Untuk mengetahui apakan variabel budaya oranisasi
(X)  berpengaruh  terhadap terhadap kinerja
pegawai(Y) maka digunakan persamaan regresi
sederhanan menurut M. C Maryati (2001), dengan
persamaan sebagai berikut :

Y=a+bx

Dimana :

Y = Variabel kinerja

a Konstanta

b Koefisien regrasi

X Variabel budaya organisasi

Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel Budaya Organisasi (X)

Berdasarkan hasil kuesioner yang disampaikan
kepada responden, maka diperoleh tanggapan tentang
variabel budaya organisasi (x) sebagaimana yang
terlihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 1
Budaya Organisasi
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 2.00 7.7 7.7 7.7

3.00 4 154 154 23.1

4.00 14 53.8 53.8 76.9

5.00 6 23.1 23.1 100.0

Total 26 100.0 100.0

Sumber : Data diolah, 2016

Sesuai dengan hasil olah data dengan menggunakan
program SPSS pada tabel 4.6 diatas diketahui bahwa
responden yang menyatakan sangat setuju tercatat
sebanyak 6 orang (23,1%), yang menyatkan setuju
tercatat sebanyak 14 orang (53,8%), Yyang
menyatakan kurang setuju tercatat sebanyak 4 orang
(15,4%) dan responden yang menyatakan tidak setuju
tercatat sebanyak 2 (7,7%).

Artinya bahwa berdasarkan uraian diatas, ternyata
variabel budaya organisasi dengan 4 (empat)

indicator yang digunakan maka 53,8% dari responden
menyatakan setuju bahwa budaya organisasi adalah
salah satu variabel yang memberi dampak terhadap
kinerja.

Variabel Kinerja (Y)

Berdasarkan hasil kuesioner yang disampaikan
kepada responden, maka diperoleh tanggapan tentang

variabel

kinerja pegawai

(y) sebagaimana yang

terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2

Kinerja Pegawai

Frequency Percent | Valid Percent Cumulative Percent
Valid 2.00 1 3.8 3.8 3.8
3.00 8 30.8 30.8 34.6
4.00 14 53.8 53.8 88.5
5.00 3 115 115 100.0
Total 26 100.0 100.0

Sumber : Data diolah, 2016

Sesuai dengan hasil olah data dengan menggunakan
program SPSS pada tabel 4.7 diatas diketahui bahwa
responden yang menyatakan sangat setuju tercatat
sebanyak 3 orang (11,5%), yang menyatkan setuju
tercatat sebanyak 14 orang (53,8%), Yyang
menyatakan kurang setuju tercatat sebanyak 8 orang
(30,8%) dan responden yang menyatakan tidak setuju
tercatat sebanyak 1 (3,8%).

Artinya bahwa berdasarkan uraian diatas, ternyata
variabel kinerja pegawai dengan 4 (empat) indicator
yang digunakan maka 53,8% dari responden
menyatakan setuju bahwa Kkinerja pegawai adalah

salah satu variabel yang memberi dampak terhadap
budaya organisasi.

Pengujian Hipotesa

Untuk menjawab hipotesis penelitian ini, yaitu
diduga variabel budaya organisasi (X) berpengaruh
terhadap kinerja pegawai (Y) pada bagian Keuangan
dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten
Jayapura, maka digunakan uji statistic sebagai berikut

a Ujii T
Untuk membuktikan apakah variabel budaya
organisasi (X) berpengaruh secara parsial terhadap
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kinerja pegawai (Y), maka digunakan uji t. program SPSS maka diketahui hasil uji t pada tabel
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan berikut ini.
Tabel 3
Coefficients(a)
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
(Constant) 991 407 2.436 .023
Budaya Organisasi .698 .102 .815 6.879 .000

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai
Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil olahan data computer pada tabel yang terlihat pada tabel 4.8 diatas sebagai berikut ;Y
4.8 diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung =0,991 + 0,698x

untuk variabel budaya organisasi sebesar 6,879

dengan tingkat a 5%, (n-k) atau 26-3, maka nilai t Dari persamaan regresi linier sederhana tersebut
tabel yang di dapat sebesar 1,713. Hal ini mengandung arti bahwa :

menunjukan bahwa nilai t hitung variabel budaya 1). Nilai konstanta 0,991 yang berarti bahwa apabila
organsasi (X) sebesar 6,879 >t tabel 1,713 dan nilai tidak memperhitungkan adanya variabel budaya
signifikansi sebesar 0,000 < o 0,05. Dengan organisasi (X) maka kinerja pegawai sebesar
demikian hipotesis ini terbukti yaitu di duga bahwa 0,991.

variabel budayaorganisasi (X) berpengaruh terhadap 2). Nilai koefisien regresi budaya organisasi (X)
variabel kinerja pegawai (Y) pada bagian Keuangan sebesar 0,698 mengandung makna bahwa
dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten apabila setiap kali peningkatan budaya
Jayapura. organisasi sebesar satu satuan maka akan

meningkatkan kinerja pegawai sebesar 0,698.
b. Persamaan Regresi

Dengan menggunakan analisis regresi linier c. Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien
sederhana yang diolah dengan menggunakan program Determinasi.
SPSS, maka dapat diketahui berapa besar pengaruh Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh budaya
variabel budaya organisasi (X) terhadap Kkinerja organisasi terhadap Kkinerja pegawai pada bagian
pegawai (Y) pada bagian Keuangan dan Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah
Perlengkapan  Sekretariat Daerah  Kabupaten Kabupaten Jayapura, maka berdasarkan hasil
Jayapura. Dengan demikian persamaan regresi linier pengolahan data dengan menggunkan program SPSS
sederhana sesuai dengan hasil olahan program SPSS sebagaimana terlihat pada tabel 4.9 berikut ini :
Tabel 4.
Model Summary
Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square The Estimate
1 ,815° ,663 ,649 ,42885
a. Predictors: (Constant), BUDAYA ORGANISASI
Sumber : Data diolah, 2016
Berdasarkan data pada tabel 4.9 diatas, maka pegawai pada bagian Keuangan dan Perlengkapan
diketahui bahwa koefisien korelasi (R) sebesar 0.815, Skretariat Daerah Kabupaten Jayapura.
menunjukan bahwa variabel budaya organisasi (X) Selanjutnya berdasarkan data yang ada pada tabel 4.9
terdapat hubungan yang kuat terhadap kinerja diatas, maka nilai koefisien determinasi (R®) sebesar

0,663. Artinya bahwa variabel budaya organisasi (X)
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mampu menerangkan atau mempengaruhi variabel
kinerja pegawai (Y) pada bagian Keuangan dan
Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura
sebesar 66,3 % sementara sisanya sebesar 33,7%
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diketahui
bahwa terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap
kinerja pegawai pada bagian Keuangan dan
Perlengkapan  Sekretariat Daerah  Kabupaten
Jayapura.. Dengan demikian maka mendukung
penelitian terdahulu dari  Asfar Halim Dalimunthe
(2009) yang menyatakan bahwa bahwa antara budaya
organisasi dengan Kkinerja pegawai mempunyai
hubungan yang kuat, demikian halnya dengan
penelitian Prima Nugraha S Sinaga ( 2007) dalam
penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Budaya
Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi, Tujuan
penelitian untuk mengetahui pengaruh budaya
organisasi terhadap kenerja pegawai. Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh
terhadap kinerja karyawan.

Hal ini juga didukung oleh berbagai pernyataan para
ahli, antara lain yang dikatakan oleh Davis dalam
Loko (2004 : 29),. Budaya organisasi merupakan pola
keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang dipahami,
dijiwai dan diprakterkkan oleh organisasi sehingga
pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi
dasar auturan berperilaku dalam organisasi. Adapun
hal yang sama juga dikatakan oleh Mangkunegara
(2005 : 113), bahwa budaya organisasi adalah
seperangkat asumsi atau system keyakinan, nilai-
nilai, dan norma-norma yang dikembangkan dalam
organisasi untuk dijadikan pedoman tingka laku bagi
anggota — anggotanya untuk mengatasi masalah
adaptasi eksternal dan internal.

Bersarkan uraian tentang budaya organisasi diatas,
dapat dijelaskan bahwa perilaku yang timbul pada
diri seseorang didorang oleh adanya keyakinan dan
nilai — nilai organisasi yang dipahami, dijiwai dan
dipraktekkan oleh individu dalam organisasi sehingga
memberikan kontribusi yang baik dalam bekerja
untuk mencapai Kinerja yang baik pula.

Dengan demikian untuk mewujudkan hasil Kinerja
yang baik seperti yang diharapkan oleh organisasi,
maka pihak manajemen, dalam hal ini adalah
pimpinan perlu memperhatikan dan motivasi kerja
secara seksama kepada setiap pegawai sehingga akan

membangkitkan semangat dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

dimuka, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai

berikut;

1. Terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap
kinerja pegawai pada bagian Keuangan dan
Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten
Jayapura. Hal ini menunjukan bahwa nilai t
hitung variabel budaya organsasi (X) sebesar
6,879 >t tabel 1,713 dengan tingkat signifikansi
sebesar 0,000 < o 0,05. Dengan demikian
hipotesis diduga bahwa variabel budaya
organisasi (X) berpengaruh terhadap kinerja
pegawai pada bagian Sekretariat Daerah
Kabupaten Jayapura.

2. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,815 menunjukan
bahwa variabel budaya organisasi (X) terdapat
hubungan yang kuat terhadap kinerja pegawai
pada bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.

3. Koefisien determinasi R? sebesar 0,663
mengandung makna bahwa terdapat pengaruh
budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada
bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat
Daerah Kabupaten Jayapura sebesar 0,663 atau
66,3% sedangkan sisanya sebesar 33,7%
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Saran

Beberapa hasil temuan dari pembahasan penelitian

yang dikemukakan diatas, maka dapat disampaikan

saran sebagai berikut :

1. Kinerja yang ditunjukkan para pegawai saat ini
sudah cukup baik, oleh karena itu hal ini harus
dipertahankan serta ditingkat dikemudian hari,
dengan  memberikan  perhatian  terhadap
pemberian penghargaan bagi pegawai Yyang
berpretasi serta perlu dibangun terus kerjasama
antar pegawai, sehingga tercipta kondisi kerja
yang harmonis antara pimpinan dengan bawahan
dan antar sesama pegawai dilingkungan bagian
Keungan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah
Kabupaten Jayapura.

2. Diperlukan adanya pemberian kesempatan
seperti;  keikut sertakan pegawai dalam
pendidikan dan pelatihan baik formal maupun
informal yang sesuai dengan kebutuhan
pekerjaannya, sehingga para pegawai dapat
meningkatkan Kkinerja baik secara individu
maupun secara bersama-sama dalam organisasi
yang ada.
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3. Kepada Pemerintah  Daerah, khususnya
Pemerintah  Kabupaten  Jayapura,  untuk
senantiasa  memperhatikan hal-hal  yang
berhubungan dengan pemberian bonus atau
insentif kepada pegawai yang masuk tepat
waktu atau yang berprestasi, dengan maksud
dapat memotivasi pegawai yang lain sehingga
berlomba-lomba untuk menghasilkan kinerja
yang baik.
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ANALISIS TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA TOKO ROTI
ROPAN WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Victor F. Pasalbessy
Dosen STIE Port Numbay Jayapura

ABSTRAK

Penelitian ini brtujuan untuk mengetahui besarnya tingkat produktivitas tenaga kerja dan upaya-upaya
yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada Toko Roti Ropan Wamena; Permasalahan
hanya dibatasi pada variable roti manis dan roti tawar. Data yang digunakan adalah data time series kurun waktu
2010 — 2014. Alat analisis yang digunakan adalah menghitung produktivitas tenaga kerja. Data diolah merupakan data
sekunder.

Dari hasil analisis, diperoleh perkembangan produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari hasil produksi
yang dihasilkan oleh tenaga kerja, dimana hasil produksinya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang
berdampak pada pendapatan dan biaya tenaga kerja Dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada Toko
Roti Ropan Wamena diperoleh hasil berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, sehingga rata-rata

produktivitas tenaga kerja selama 5 tahun adalah sebesar 14,747 persen.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan

produktivitas tenaga kerja pada Toko Roti Ropan

Wamena, antara lain: Magang (Understudy Training) dan Studi Banding.

Kata kunci : tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Apabila kita melihat perkembangan dunia usaha
dewasa ini, tampaknya mengalami perkembangan
yang sangat pesat baik di pusat maupun di daerah-
daerah. Semua jenis usaha baik berskala besar
maupun kecil yang dilakukan perusahaan dalam
menjalankan aktivitasnya, memerlukan tenaga Kkerja
yang produktif. Realita menunjukkan  bahwa
produktivitas adalah salah satu ukuran keberhasilan
kegiatan suatu usaha dan yang dapat menghasilkan
output yang maksimal maupun dalam aspek
lainnya.

Oleh sebab itu, belakangan ini fenomena sumber
daya manusia mendapat perhatian dan penanganan
khusus. Untuk meningkatkan volume hasil produksi
pada Toko Roti Ropandi dalam menjalankan usaha
yang dikelolanya selalu melakukan peningkatan
produktivitas kerja karyawan dengan berbagai
macam cara yang ditempuh antara lain pelatihan,
pemagangan, dan lain-lain. Agar tenaga kerja yang
dipekerjakan bisa produktif di dalam melakukan
pekerjaan guna memperoleh hasil yang berkualitas
seperti yang diharapkan oleh perusahaan.

Toko Roti Ropan dalam menjalankan usaha yang
dikelolanya selalu ada persaingan dengan perusahaan
lain yang bergerak dalam bidang usaha yang sama.
Keuanggulan bersaing suatu perusahaan sangat

bergantung pada kemampuan perusahaan tersebut di
dalam mencapai kinerja yang optimal. Kinerja yang
baik akan dapat diraih jika produktifitas dari
karyawan/tenaga kerja mengalami kemajuan atau
peningkatan.

Kemajuan Toko Roti Ropan sangat bergantung pada
peningkatan produktivitas karyawan atau tenaga kerja,
karena dengan adanya peningkatan ini, maka hasil
akhir (output) yang diinginkan dan diharapkan dapat
tercapai dan akan mendatangkan keuntungan (profit)
bagi karyawan dan bagi perusahan itu sendiri.
Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka penulis
tertarik mengadakan suatu kajian yang lebih
mendalam  melalui  suatu  penelitian  tentang:
”Analisis Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada
Toko RotiRopan Wamena Kabupaten Jayawijaya”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah

dikemukakan, maka penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa besar tingkat produktivitas tenaga kerja
pada Toko Roti Ropan Wamena ?

2. Upaya-upaya apa vyang dilakukan untuk
meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada
Toko Roti Ropan Wamena ?
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Pembatasan Masalah

Untuk tidak memperluas permasalahan  yang
diambil, maka penulis membatasi permasalahan
dengan meneliti roti manis dan roti tawar pada
Toko Roti Ropan selama 5 (lima) tahun terhitung
mulai tahun 2010 sampai dengan 2014.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai

berikuti :

a. Untuk mengetahui besarnya tingkat produktivitas
tenaga kerja pada Toko Roti Ropan Wamena;

b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan
untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja
pada Toko Roti Ropan Wamena.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan

dapat :

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan
terkait dalam rangka strategi pengambilan
keputusan, mengenai produktivitas tenaga kerja;

b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada dan
masyarakat dalam upaya meningkatkan
produktivitas tenaga kerja;

c. Menjadi bahan informasi bagi peneliti-peneliti
selanjutnya khususnya pada bidang yang sama di
Wamena.

KAJIAN TEORITIS

Teori Produktivitas

Perkataan produktivitas muncul untuk pertama Kkali
pada tahun 1866 dalam suatu makalah yang
disusun oleh Sarjana Ekonomi Perancis bernama
Quesnay (pendiri aliran phisiokrat). Tetapi menurut
Walter Aigner dalam karyanya “Motivation and
Awereness ” filosofi dan spirit tentang produktivitas
sudah ada sejak awal peradaban manusia, karena
makna produktivitas adalah keinginan (the will) dan
upaya (effort) manusia untuk selalu meningkatkan
kualitas kehidupan di segala bidang.

Dalam ilmu ekonomi, produktivitas merupakan
nisbah atau rasio antara hasil kegiatan dan segala
pengorbanan (biaya) untuk mewujudkan hasil
tersebut. Pada umumnya, nisbah atau rasio berupa
suatu bilangan rata-rata yang mengungkapkan hasil
bagi antara angka-angka keluaran barang atau jasa
(seperti : biaya tenaga kerja dan bahan baku).

Pada dasarnya, setiap bentuk masukan bila
dikuantifikasikan dapat digunakan sebagai faktor
penyebut atau pembagi pada rasio produktivitas
modal, produktivitas tenaga kerja, atau
produktivitas dari berbagai sub kategori lain
masing-masing faktor produksi.

Sampai sekarang, tenaga kerja yang lazim dijadikan
faktor produksi pengukur produktivitas itu. Hal ini

disebabkan Kkarena; (1) besarnya biaya yang
dikorbankan untuk tenaga Kkerja sebagai bagian dari
biaya yang terbesar untuk pengadaan produk atau
jasa; (2) karena masukan pada sumber daya
manusia lebih mudah dihitung ketimbang masukan
pada faktor produksi lainnya.

Perlu diingat, bahwa kemajuan teknologi yang

mempermudah  cara  pembuatan barang dan

berkembang dari faktor tenaga kerja (Handoko,

1993:206).

Menurut ~ Sulitiani  dan  Rosidah  (2000:209)

menjelaskan bahwa produktivitas menyangkut hasil

akhir adalah seberapa besar hasil akhir yang
diperoleh di dalam proses produksi.

Menurut Vernon A. Musselman dan John H. Jackson

(1996:25) menjelaskan bahwa produktivitas adalah

keluaran atau output dari barang-barang dan jasa-

jasa untuk tiap unit tenaga kerja.

Muchdarsyah Sinungan (2000:203) menyebutkan

bahwa produktivitas sebagai hubungan antara hasil

nyata maupun fisik (barang-barang atau jasa-jasa)
dengan masukan yang sebenarnya.

Lebih tegasnya lagi, Dewan Produktivitas Nasional

Republik Indonesia Tahun 1983 dalam Ravianto

(1986) menjelaskan bahwa produktivitas adalah

sebagai berikut:

a. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap
mental yang selalu mempunyai pandangan
bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik
dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari
hari ini;

b. Secara  umum  produktivitas  mengandung
pengertian  perbandingan antara hasil yang
dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang
digunakan.

Dengan demikian, beberapa pengertian produktivitas
yang telah diuraikan di atas dapat penulis
rangkaikan  dalam  suatu  kesimpulan  bahwa
produktivitas sebagai perbandingan antara besarnya
input yang dilibatkan dalam kegiatan produksi
terhadap hasil akhir (output) yang dihitung
berdasarkan nilai unit atau rupiah barang dan jasa
yang dihasilkan.

Manfaat Pengukuran Produktivitas

Suatu perusahaan perlu mengetahui pada tingkat
produktivitas mana perusahaan ini beroperasi, agar
dapat membandingkannya dengan produktivitas
standar yang telah ditetapkan, mengukur tingkat
perbaikan produktivitas dari waktu ke waktu, dan
membandingkan  dengan  produktivitas  industri
sejenis yang menghasilkan produktivitas tenaga
kerja serupa. Hal ini menjadi penting, agar
perusahaan itu dapat meningkatkan daya saing dari
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produktivitas tenaga kerja yang dihasilkannya di

pasar global yang amat kompetitif.

Menurut  Reksohadiprodjo  (1997:13-14), ada

beberapa manfaat pengukuran produktivitas dalam

suatu organisasi perusahaan, antara lain:

a. Perusahaan dapat menilai efisiensi sumber
dayanya, agar dapat meningkatkan produktivitas
melalui  efisiensi penggunaan sumber-sumber
daya itu;

b. Perencanaan sumber-sumber daya itu akan
menjadi  lebih efektif dan efisien melalui

pengukuran produktivitas, baik dalam
perencanaan jangka pendek maupun jangka
panjang;

c. Tujuan ekonomis dan non ekonomis dari
perusahaan  dapat  diorganisasikan  kembali
dengan cara memberikan prioritas tertentu yang
dipandang dari sudut produktivitas;

d. Perencanaan target tingkat produktivitas di masa
mendatang  dapat  dimodifikasikan  kembali
berdasarkan  informasi  pengukuran tingkat
produktivitas sekarang;

e. Strategi untuk  meningkatkan  produktivitas
perusahaan  dapat  ditetapkan  berdasarkan
kesenjangan  produktivitas  (productivity gap)
yang ada diantara tingkat produktivitas yang
direncanakan  (produktivitas  ekspetasi) dan
tingkat produktivitas yang diukur (produktivitas
aktual).

Karena hasil produktivitas perusahaan akan menjadi
landasan dalam membuat kebijakan perbaikan
produktivitas secara keseluruhan dalam proses
bisnis, maka menurut Handoko (1993:211) ada
beberapa kondisi berikut ini yang sangat diperlukan
untuk mendukung pengukuran produktivitas, antara
lain:

a. pengukuran harus dimulai pada permulaan
program perbaikan produktivitas;

b. pengukuran produktivitas dilakukan pada suatu
sistem perusahaan itu;

c. pengukuran produktivitas seharusnya melibatkan
semua individu yang terlibat dalam proses
industri itu;

d. pengukuran  produktivitas  seharusnya  dapat
memunculkan data;

e. pengukuran produktivitas yang menghasilkan
informasi-informasi utama seharusnya dicatat
tanpa  distorsi, yang berarti  pengukuran
informasi yang akurat;

f. perlu adanya komitmen secara menyeluruh dari
manajemen dan karyawan untuk mengubah
produktivitas dan perbaikannya;

g. program-program pengukuran dan perbaikan
produktivitas seharusnya dapat dipecah-pecah
atau diuraikan dalam batas-batas yang jelas,

sehingga tidak tumpang tindih dengan program-
program yang lain.

Pengukuran Produktivitas

Indikator-indikator pengukuran produktivitas dalam

sistem perusahaan masih berada dalam tahap

pengembangan, sehingga setiap jenis perusahaan

biasanya  menentukan indikator-indikator  yang

sesuai dengan proses kerja dan tujuan manajemen

dalam perbaikan produktivitas dari perusahaan itu.

Beberapa indikator pengukuran produktivitas yang

berhasil  diidentifikasikan oleh penulis  melalui

berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan

produktivitas, antara lain:

a. Pengukuran  produktivitas pada  depatemen
produksi.
Bagian atau departemen pemasaran (production
department) dari suatu perusahaan ketika ingin
menetapkan sistem pengukuran produktivitasnya,
dapat mempertimbangkan beberapa indikator
produktivitas yang pada dasarnya mengacu pada
konsep kualitas, efektivitas dan efisiensi dalam
bagian produksi.

b. Pengukuran  produktivitas pada departemen
pembelian.
Bagian atau departemen pembelian (buying
department) dari suatu perusahaan ketika ingin
menetapkan sistem pengukuran produktivitasnya,
dapat mempertimbangkan beberapa indikator
produktivitas yang pada dasarnya mengacu pada
konsep kualitas, efektivitas dan efisiensi dalam
bagian pembelian.

c. Pengukuran produktivitas pada departemen
pemasaran.
Bagian atau departemen pemasaran (marketing
department) dari suatu perusahaan ketika ingin
menetapkan sistem pengukuran produktivitasnya,
dapat mempertimbangkan beberapa indikator
produktivitas yang pada dasarnya mengacu pada
konsep kualitas, efektivitas dan efisiensi dalam
bagian pemasaran.

d. Pengukuran produktivitas pada departemen
sumber daya manusia.
Bagian atau departemen sumber daya manusia
(human  resources department) dari suatu
perusahaan ketia ingin  menetapkan sistem
pengukuran produktivitasnya, dapat
mempertimbangkan beberapa indikator
produktivitas, yang pada dasarnya mengacu
pada konsep kualitas, efektivitas dan efisiensi
dalam bagian sumber daya manusia.

e. Pengukuran produktivitas pada  departemen
keuangan.
Bagian atau departemen keuangan (finance
department) dari suatu perusahaan ketika ingin
menetapkan sistem pengukuran produktivitasnya,
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dapat mempertimbangkan beberapa indikator
produktivitas yang pada dasarnya mengacu pada
konsep kualitas, efektivitas dan efisiensi dalam
bagian keuangan.

Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penentu
dalam proses produksi, bahkan tenaga kerja adalah
faktor yang dominan dibandingkan dengan faktor-
faktor produksi yang lain, karena manusia
merupakan faktor penggerak dari semua sektor
(kegiatan).

Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa, salah satu
potensi terbesar dalam perekonomian Indonesia
adalah faktor manusia atau penduduk sebagai
faktor dinamis. Namun demikian, masih saja
diperhadapkan pada tantangan-tantangan utama yaitu
bagaimana mempersiapkan tenaga-tenaga pelaksana
pembangunan yang berkualitas, bukan saja mampu
dan terampil dalam melakukan pekerjaan, akan
tetapi juga mempunyai daya analisa dan pandangan
jauh ke depan.

Menurut A.G. Prigodigdo dan Hassan Shadily
(1973:109) bahwa yang dimaksud dengan tenaga
kerja adalah pemburuan yang bertalian dengan
tenaga kerja manusia, baik mengenai pekerjaan
atau tugas yang dilakukan seseorang, maupun yang
berkenan dengan orang lain atau manusia sebagai
kelompok sosial yang menjalankan pekerjaan itu.
Dari beberapa pengertian tentang tenaga kerja yang
telah dikemukakan di atas, maka dapat penulis
simpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga
kerja adalah semua penduduk dalam usia kerja dan
sanggup atau bersedia untuk mengerjakan tugas
atau pekerjaan yang telah diberikan oleh organisasi
atau perusahaan yang akan mengahasilkan barang-

barang atau jasa-jasa dengan memperoleh imbalan
berupa penghasilan, biasanya dalam bentuk upah
atau gaji.

Mutu Tenaga Kerja

Agar tenaga kerja yang ditarik untuk bekerja pada
perusahaan sesuai dengan keinginan perusahaan,
maka terlebih dahulu harus ditentukan standar
personalia sebagai pembandingnya. Standar itu
merupakan persyaratan minimum yang harus
dipenuhi  agar seorang tenaga Kkerja  bisa
menjalankan pekerjaannya dengan baik. Penentuan
mutu  atau  kualitas seoarng tenaga  kerja
menyangkut rancangan dari pada jabatan.

Studi terhadap tugas dan kewajiban suatu jabatan
untuk menentukan kemampuan karyawan yang
diperlukan bagi jabatan tersebut. Untuk
mempertahankan ~ mutu  tenaga  kerja, maka
perusahaan memperhatikan beberapa kendala yang
dihadapi oleh setiap tenaga kerja, sehingga
pekerjaan dapat berjalan dengan mulus dan
mencapai  tingkat  produktivitas  yang  lebih
menguntungkan bagi perusahaan, yaitu antara lain:
a. Tingkat absensi

Apabila seorang tenaga kerja tidak hadir di tempat
kerjanya, ia dikatakan absen. Tingkat absensi yang
makin besar, dengan kata lain makin banyak
tenaga kerja yang tidak masuk kerja, akan semakin
menyulitkan perusahaan mencapai target produksi,
misalnya tingkat absensi merupakan perbandingan
antara hari-hari yang hilang dengan keseluruhan
hari yang tersedia untuk bekerja, menurut
Ranupandoyo (1999:34) bahwa tingkat absensi
seseorang dapat dihitung dengan formula sebagai
berikut:

hari kerja yang hilang

Tingkat Absensi = -------=----=nmmnuuu-

hari karyawan bekerja + hari karyawan tidak bekerja

Tingginya tingkat absensi akan  merugikan
perusahaan, meskipun seandainya tenaga kerja
tersebut tidak dibayar sewaktu tidak masuk Kkerja.
Kerugian ini terjadi, karena jadwal kerja terpaksa
tertunda, mutu cenderung berkurang, terpaksa
melakukan lembur, dan jaminan sosial juga masih
harus dibayarkan.

Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk
menekan tingkat absensi dan merupakan hal yang
pertama-tama dikerjakan untuk mengetahui sebab-
sebab  absensinya  karyawan.  Tiap  absensi
dikelompokkan sesuai dengan sebab-sebabnya dan
diamati polanya, untuk itu perusahaan bisa
melakukan analisa dengan cara sebagai berikut:

1. Mencatat nama karyawan yang absen.
Sering terjadi bahwa tingkat absensi yang
tinggi disebabkan oleh kelompok tenaga kerja
yang sering tidak masuk Kkerja. Dengan
demikian bila perusahaan mempunyai catatan
tentang nama-nama karyawan yang sering
absen, perusahaan mempunyai dasar untuk
melakukan tindakan kedisiplinan.

2. Mencatat sebab-sebab ketidakhadiran.
Alasan yang sering terjadi adalah faktor sakit.
Sebab-sebab lain biasanya tentang kesulitan
transportasi  (terutama di kota-kota besar),
keperluan pribadi, dan menjaga anak-anak.
Misalnya untuk alasan sakit, perusahaan bisa

Victor F. Pasalbessy - Analisis Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Toko Roti Ropan Wamena Kabupaten

Jayawijaya

27



JURNAL EKONOMI & BISNIS

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ISSN : 2086-4515
Volume 8, Nomor 1, Juli 2017

memberi  fasilitas kesehatan kepada para
tenaga kerja, perusahaan memberi fasilitas
jemputan untuk mengatasi persoalan transpor,
dan bagi perusahaan yang sudah besar dapat
mendirikan tempat merawat anak-anak, agar
para tenaga kerja tidak perlu merasa cemas
meninggalkan anak-anak di rumah sendirian.

3. Memperhatikan  kelompok umur yang

sering absen.
Pada umumnya tenaga kerja dalam usia
belasan  tahun  mempunyai  kecenderungan
untuk sering tidak hadir. Sedangkan bagi
tenaga kerja yang cukup umur, biasanya
mereka jarang tidak masuk kerja, tetapi untuk
tenaga kerja golongan tua, absensinya sering
dalam waktu lama, Kkarena sebab-sebab
kesehatan.

4. Kelompok jenis kelamin yang sering absen.
Kelompok tenaga kerja wanita pada umumnya
cenderung sering tidak masuk dibandingkan
dengan para tenaga Kkerja pria. Biasanya
karena mereka tergolong kelompok penerima
upah vyang rendah, pekerjaannya dianggap
tidak menyenangkan.

5. Hari-hari sering tidak masuk kerja.

Tabulasi hari-hari sering tidak masuk Kerja,
akan bisa memberikan pola yang sangat
menarik. Biasanya hari sering tidak masuk
kerja adalah hari senin atau hari sabtu,
sesudah gajian atau sesudah hari libur.

6. Kondisi kerja.

Tingkat absensi mungkin juga disebabkan
karena kondisi kerja yang buruk, pekerjaan
yang membosankan atau alasan rekan sekerja
yang kurang menyenangkan.

Setelah  memperhatikan tingkat absensi, maka
mungkin tidak akan lagi menarik tarik tenaga kerja
yang baru, agar mereka dapat menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan rencana (Ranupandojo,
1999:33-35)

b. Kebutuhan-kebutuhan yang dipuaskan dengan
bekerja.

Disamping bekerja, tenaga kerja harus dipuaskan
dengan kebutuhan-kebutuhan, sehingga tenaga kerja
dapat bekerja dengan baik, sesuai tugasnya masing-
masing. Untuk itu perusahaan harus melihat
kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh
perusahaan, supaya tenaga kerja dapat bekerja
secara efektif yaitu antara lain:
1. Kebutuhan psikologi dasar.
Menyangkut pemuasan kebutuhan fisik atau
biologis, seperti;: makan, minum, tempat
tinggal atau yang sejenisnya, sebagaimana
kebutuhan untuk mengamankan pemuasan
kebutuhan tersebut.
2. Kebutuhan sosial
Karena manusia tergantung satu sama lainnya,
maka terdapatlah berbagai kebutuhan yang
hanya bisa dipuaskan apabila masing-masing
individu ditolong atau diakui oleh orang lain.
3. Kebutuhan egoistik

Ini menyangkut masalah keinginan manusia untuk
independen untuk melakukan sesuatu sesuai dengan
keinginannya dan mempunyai rasa pencapaian
(sense accomplishment)

Kerangka Konsep Penelitian

Pada umumnya dalam setiap perusahaan dapat
mengatur tenaga kerjanya baik bersifat secara
internal maupun ekternal. Secara internal dalam
sistem penangan tenaga kerja di atur sesuai dengan
sistem yang berlaku dalam perusahaan itu sendiri,
sebagai hasil kesempatan bersama, bahwa dengan
tetap memperhatikan tujuan dari  kepentingan
bersama  tanpa  sedikitpun  merugikan  atau
mengorbankan  hak-hak  tenaga kerja  dalam
menjalankan roda perusahaan.

Untuk dapat menjalankan aktivitas perusahaan,
perlu adanya tenaga Kkerja yang  mampu
menghasilkan (output) dalam perusahaan tersebut.

Alternatif lain yang di ambil oleh pihak perusahaan
berhubungan  dengan  tenaga  kerja,  dalam
meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil adalah
mengontrol tenaga Kkerja atau karyawan yang
bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
berlaku dalam perusahaan.

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dalam
penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Konseptual

Produktivitas Tenaga Kerja

Hasil Produksi

\4

Sumber : Kreasi Penulis, 2015
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METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian
Adapun lokasi dan waktu penelitian sebagai berikut

1. Lokasi Penelitian
Untuk lebih jelasnya, lokasi penelitian dari judul
yang penulis ajukan diatas adalah padaToko Roti
Ropan, Jalan Pemuda No. 60 Wamena.

2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3
(tiga) bulan terhitung mulai dari bulan April
sampai dengan Juni 2015

Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)
Yaitu menyelidiki secara langsung dan mencatat
apa yang dilihat atau diamati, dibaca, didengar
mengenai  hal-hal yang berhubungan dengan
penulisan ini.

b. Wawancara (Interview)
Yaitu Untuk mendapatkan data dilakukan
wawancara dengan pihak-pihak terkait dari
perusahaan secara langsung untuk memperoleh
kejelasan data yang diperlukan.

c. Studi Kepustakaan
Tehnik ini dipergunakan untuk mengumpulkan
data yang relevan dengan perusahaan, karena
bersifat sekunder maka perlu menggunakan
referensi serta buku-buku dan dokumen lainnya
sebagai bahan acuan dalam penulisan ini.

Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan

masalah yang diteliti maka penulis menggunakan 2

(dua) jenis dan sumber data yaitu :

1. Data Primer (data lapangan), adalah data yang
diperoleh melalui wawancara yang dilakukan
peneliti kepada obyek penelitian.

2. Data Sekunder (data kepustakaan), yaitu data
yang diperoleh melalui buku-buku atau literatur
yang  memiliki hubungan  erat  dengan
permasalahan  yang menjadi  titik  sentral
penulisan ini serta dokumen-dokumen yang ada
pada Toko Roti RopanWamena.

Metode Analisa Data

Dalam menganalisa permasalahan, penulis

menggunakan metode analisa yang meliputi :

a. Analisa Kualitatif yaitu uraian-uraian deskriptif
yang ditunjukkan untuk menjelaskan hal-hal
yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif.
Atau dengan Kkata lain bahwa analisa ini

merupakan penjabaran atau penjelasan-
penjelasan.

b. Analisa Kuantitatif  adalah  analisa  yang
menggunakan  angka-angka  atau dengan

menggunakan rumus. Adapun alat analisa data
kuantitatif yang digunakan dalam penulisan ini
adalah analisa  Produktivitas Tenaga Kerja
sebagaimana yang dikutip dari Payaman J.
Simanjuntak, (1985).

Hasil Pendapatan (Output)

Produktivitas Tenaga Kerja (PTK) =

Biaya Tenaga Kerja (Input)

Dimana :

PTK = Produktivitas Tenaga Kerja
Output = Hasil Pendapatan

Input = Biaya Tenaga Kerja

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Jenis-jenis Roti Manis dan Roti Tawar pada
Toko Roti Ropan Wamena

Hasil produksi terus mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun, dimana Toko Roti Ropan

menghasilkan dua macam produk yang berbeda,
yaitu roti tawar dan roti manis, dimana masing-
masing mempunyai jenis dan harga yang berbeda-
beda, yaitu roti tawar ada 8 jenis dan roti manis
ada 20 jenis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut:
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Tabel 4
Jenis-Jenis Roti Tawar

Pada Toko Roti Ropan Wamena

No.

Jenis Roti Tawar

Roti Tawar Putih

Roti Tawar Hijau

Roti Tawar Kismis

Roti Tawar Kasur Isi

Roti Tawar Manis Lapis

Roti Tawar Long Chesse

N|jo|a(dM|lw[N]|F

Roti Tawar Mocca

8

Roti Tawar Keset

Sumber: Toko Roti Ropan, 2015

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa ada 8
jenis roti tawar yang di produksi oleh Toko Roti
Ropan Wamena, namun dari 8 jenis roti tawar
yang diproduksikan oleh Toko Roti Ropan
Wamena, ada 2 jenis roti tawar yang sangat
diminati oleh konsumen yaitu roti tawar hijau dan

roti tawar kismis, sehingga 2 jenis roti tawar ini
lebih banyak diproduksi oleh Toko Roti Ropan.
Disamping memproduksikan 8 jenis roti tawar,
Toko Roti Ropan juga memproduksikan 20 jenis
roti manis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 5
Jenis-Jenis Roti Manis
Pada Toko Roti Ropan Wamena

No. Jenis Harga/bks
1 Roti Manis Sosis 11 Roti Manis Cokelat Pollo
2 Roti Manis Sri Kaya 12 Roti Manis Cokelat Susu
3 Roti Manis Nanas i3 Roti Manis Coklat Kacang
4 Roti Manis Durian 14 Roti Manis Via
5 Roti Manis Ayam 15 Roti Manis Pisang Coklat
6 Roti Manis Bakso 16 Roti Manis Pisang Keju
7 Roti Manis Kelapa 17 Roti Manis Pisang Coklat Keju
8 Roti Manis Cokelat i8 Roti Manis Chesse
=] Roti Manis Keju 19 Roti Manis Chesse Cokelat
10 Roti Manis Cokelat Keju 20 Roti Manis Chesse Cokelat Pisang

Sumber: Toko Roti Ropan, 2015

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa ada 20
jenis roti manis yang di produksi oleh Toko Roti

Pembahasan
Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja

Ropan Wamena, namun dari 20 jenis roti manis Perkembangan produktivitas tenaga Kkerja dapat
yang diproduksikan oleh Toko Roti Ropan dilihat dari hasil produksi yang dihasilkan oleh
Wamena, ada 9 jenis roti manis yang sangat tenaga kerja, dimana hasil produksinya mengalami

diminati oleh konsumen vyaitu roti manis coklat,
roti manis keju, roti manis coklat keju, roti manis
pisang coklat, roti manis pisang keju, roti manis
pisang coklat keju, roti manis chesse, roti manis
chesse coklat dan roti manis chesse coklat pisang.
Dengan demikian, ada 9 jenis roti manis dari 20
jenis roti manis yang lebih banyak diproduksi oleh
Toko Roti Ropan Wamena.

Perkemban

Tabel 6
an Hasil Produksi Roti Manis

peningkatan atau tidak dari tahun ke tahun, yang
nantinya akan berdampak pada pendapatan dan
biaya tenaga kerja Toko Roti Ropan Wamena.

Hasil Produksi

Selanjutnya dapat dilihat perkembangan hasil
produksi roti manis dari tahun 2010 — 2014 seperti
pada tabel berikut:

Tahun

Roti Manis
(buah)

26

2010

225,030

2011

225,050

0.009

2012

225,080

0.013

2013

225,090

0.004

2014

225,100

0.004

Sumber: Data diolah, 2015
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Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah
hasil produksi roti manis dari tahun ke tahun
mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 jumlah hasil
produksi roti manis sebanyak 225.030. Tahun 2011
jumlah hasil produksi roti manis sebanyak 225.050
atau naik 0.009 persen. Tahun 2012 jumlah hasil
produksi roti manis sebanyak 225.080 atau naik

0.013 persen. Kemudian pada tahun 2013 jumlah
hasil produksi roti manis meningkat sebanyak
225.090 atau naik 0.004 persen. Dan pada tahun
2014 jumlah hasil produksi roti manis sebanyak
225.100 atau naik 0.004 persen sama dengan tahun
sebelumnya.

Tabel 7

Perkembangan Hasil Produksi Roti Tawar

Tahun RO:LL?\‘;"ar 20
2010 43,220 -
2011 43,240 0.046
2012 43,260 0.046
2013 43,290 0.069
2014 43,300 0.023

Sumber: Data diolah, 2015

Data pada tabel di atas menunjukkan bah